
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

NOMOR2.J TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGE,WLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

yang adil, bermanfaat untuk pembangunan perlu

dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggungjawab;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf

b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah dan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daernh;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Allis

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten \

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubJik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Hornor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2022

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fLembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601); {

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara RepuhIik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara RepuhJik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAANKEUANGANDAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

I. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas



otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam system dan prmsip Negara Kesatuan RepubJik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah reneana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oIeh pemerintah daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.

13.Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya

disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangka

penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengaeu pada SAP

berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah

untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan seeara

nasional.

14.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat

SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,

peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak .1
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan ~

organisasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oIeh Pemerintah KabupatenTanjung Jabung

Timurdalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



16. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode

perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal

dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pernbuatan jurnal,

buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang rnengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

rnemperhatikan saat kas atau setara kas diterirna atau dibayar.

18. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan

suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan

rnenjadi bagian yang rnelengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-W dan behan,

sebagairnana akan terrnuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang

bersangkutan.

20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk rnengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

21. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara

lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah

laporan yang rnenyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,

transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, SISa lebih/kurang

pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode.

23. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP­

SALadalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan

SALtahun pelaporan yang terdiri dari SALawal, SiLPA/SiKPA,koreksi dan

SALakhir.

24. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal

tertentu.

25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan

entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan

surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAKadalah laporan yang (

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan.

27. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang

terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



28. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat Cal.K adalah

laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,LPSAL,LO,

LPE, Neraca dan LAK daJam rangka pengungkapan yang memadai.

29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh

karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

30. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

31. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

32. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan Iatau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

35. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat./daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

36. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa daJam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

37. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. j
38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan Iatau dirniliki oleh ~

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



39. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial danj atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

41. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akurr/pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang

seharusnya.

43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk

mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

44. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

45. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

daJam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat

Daerah.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAANKEUANGANDAERAH

Pasal2

(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengelola keuangan daerah;

b. APBD;

c. penyusunan rancangan APBD;

d. penetapan APBD;

e. pelaksanaan dan penatausahaan;

f. laporan realisasi semester pertama APBDdan perubahan APBD;

g. akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



1. kekayaan daerah dan utang daerah;

J. badan layanan umum daerah;

k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;

1. informasi keuangan daerah; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal3

(1) Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan APBD, sebagaimana

dimaksud daJam Pasal 2 huruf c, meliputi sistem dan prosedur:

a. penyusunan KUAdan PPAS;

b. rencana kerja dan anggaran SKPD;

c. rancangan Perda APBD;dan

d. rancangan Perkada Penjabaran APBD.

(2) Sistem dan Prosedur Penetapan APBD, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d, meliputi sistem dan prosedur:

a. penyampaian dan pembahasan rancangan APBD;

b. persetujuan rancangan APBD;

c_ evaluasi rancangan APBD;

d. penetapan perda APBDdan perkada penjabaran APBD;dan

e. penyusunan dan penetapan rancangan perkada APBDdalam hal tidak

tercapai persetujuan bersama.

(3) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi sistem dan prosedur:

a. kerangka pengaturan;
b. pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah;

c. pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;

d. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;

e. penyiapan anggaran kas pemerintah daerah;

f. surat penyediaan dana;

g. penerimaan dan penyetoran pendapatan;

h. pembukuan bendahara penerimaan;

1. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;

J. rekonsiliasi penerimaan;

k. penatausahaan pembayaran atas kelebihan pendapatan;

1. pelaksanaan dan penatausahaan belanja;

m. penetapan uang persediaan;

n. pelimpahan uang persediaan;

o. permintaan pembayaran;

p. perintah membayar;

q_ perintah pencairan dana;

r. pembukuan bendahara pengeluaran;

s. penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

dan

t. pembiayaan daerah.



(4) Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi semester Pertama dan Perubahan

APBD,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mcliputi sistem dan

prosedur:

a laporan realisasi semester pertama APBD;

b. perubahan KUAdan perubahan PPAS;

c. pergeseran anggaran;

d. pendanaan keadaan darurat;

e. pendanaan keadaan luar biasa;

f. penyusunan perubahan APBD;

g. penetapan perubahan APBD;

h. persetujuan rancangan Perna perubahan APBD;dan

1. evaluasi rancangan Perda perubahan APBD dan rancangan perkada

penjabaran perubahan APBD.

(5) Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah

daerah, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi sistem

dan prosedur:

a. akuntansi pemerintah daerah; dan

b. pelaporan keuangan pemerintah daerah.

(6) Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h,

meliputi sistem dan prosedur:

a. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;dan

b. evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati pejabaran

pelaksanaan APBD.

Pasal4

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaisnana dimaksud

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraillran Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan ~

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 43) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita



Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 33),

dicabut dan dinyatakan tidak: berlaku, -,

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 1. ~-t-Lff\btr 2022

~.JU G JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1. S~tuYlbtf 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2022

NOMOR 21

~AH D!TElIJJKEBEN~RANNYA
Kabag Hukum Perundang • Dndangan

v-. ....



Lampiran Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur

Nomor : 'l.1 Tahun 2022

Tanggal : I serw"\u2022

BABI

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah

yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggnngjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.. Pelaksanaan

tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan

mformasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan ini, disajikan dalam bentuk

ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan

informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan

keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya

masing-masing sebagai berikut

A. PEMEGANGKEKUASAANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH

1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai

kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda \.../

tentang perubahan APBD7 dan rancangan Perda tentang ,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perna
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk

dibahas bersama;
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c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Penta tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDyang telah mendapat

persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh

Daerah dan Iatau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran;

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah;

J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

Utang dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;dan

m, melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Sewn kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling

sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara

pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah,

bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus

dan Iatau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan \I
perundang-undangan. "\

4. Dalam melaksanakan kelruasaan Bupati me1impahkan sebagian

atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada
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Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem

pengendalian intemal yang didasarkan pada prinsip pemisahan

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima

atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

5. Pejabat Pernngkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah;

b. kepala SKPKDselaku PPKD;dan

c. kepala SKPD selaku PA-

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,rancangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengeloiaan keuangan daerah paling sedikit

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan

pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah.
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3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan

terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu

Bupati dalam menyu sun

penyelenggaraan Urusan

kebijakan dan mengoordinasikan

Pemerintahan daerah termasuk

Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang

melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada

pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah. Kepala SKPKDselaku PPKD mempunyai tugas:

a menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, mncangan Perda

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. PPKDdalam melaksanakan fungsinya selaku BUDberwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. me1akukan pengendalian pe1aksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sist:em penerimaan t
dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama pemerintah daerah;
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h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

1. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, tidak dilakukan me1alui RKUD_

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola investasi;

b. menetapkan anggaran kas;

c. mclakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. membuka rekening Kas umum daerah;

e. membuka rekening penerimaan;

f. membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang mempakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Da1am hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

penmdang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak

daerah.

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,

sosial danj atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari

investasi tersebut.

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peratnran

perundangundangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASABUD

1. PPKDselaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati .

3. Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;
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c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan Iatau lembaga keuangan lainnya yang telah

ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/ menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PAl KPA atas

BebanAPBD;

1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama

pemerintah daerah;

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

k. me1akukan penagihan piutang daerah.

4. Dalam pengelolaan. kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun

dan menguji anggaran kas yang disusun Kepa1a SKPD untuk:

ditetapkan oleh BUD;

h. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalarn mengelola

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak

tertagih atas mvestasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKDselaku BUD J
Bupati atas usul BUD dapat menetapkan Iebih dari 1 (satu) Kuasa "

BUD di lingkungan SKPKDdengan pertimbangan besaran jumlah

uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan! atau rentang kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan!atau rentang kendali yang kriterianya

ditetapkan Bupati

5.

6.

6



E. PENGGUNAANGGARAN

L Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

h. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja danlatau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatarr/ perjanjian kerja sarna dengan pihak lain

da1am hatas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPDyang dipimpinnya;

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

k, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTKdan PPK-SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalarn rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

rr, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentu.an

peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA .mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
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melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya kepada PPKDselaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai

wewenang. meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD);

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara

Penge1uaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan

penmdang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan

wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun

sebelumnya;

h. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kcpada

penyedia barangj jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga

melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan

selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai

akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan penmdang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang danjasa,

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat: pembuat komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat

melimpahkan pada kepala bagian untuk selaku KPA untuk

me1alrukan pengelolaan keuangan.

9

F. KUASAPENGGUNAANGGARAN _,

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala "

Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran kegiatarr/ sub kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang

kendali.



3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatarr/ sub kegiatan dilakukan

oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub

kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati .

4. Pertimbangan lokasi dan Iatau rentang kendali dilakukan

terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

5. Pelim:pahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas

usul kepala SKPD.

6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sarna dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Dalam melaksanakan tugas KPAbertanggung jawab kepada PA.

8. Dalamhal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

9. Dalam hal PAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD selaku KPA,KPAmenandatangani SPM-TUdan SPM-LS. J
10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, \

KPAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. KPAyang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
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bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan.

12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-UnitOrganisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja dan! atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPDyang dipinIpinnya;

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit orgamsasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTKdan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk

mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah

disemhkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
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G. PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatanj sub k:egiatan menetapkan

pejabat pada SKPDjUnit SKPDselaku PPTK.

2. PPTKbertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PAj KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas Behan pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;

dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barangjjasa pada

KegiatanjSub kegiatan SKPDjUnit SKPD sesuai ketentuan

peraturan penmdangundangan yang menga:t:ur mengenai

pengadaan barangj jasa.

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatanj Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatanl Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan KegiatanjSub

kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatanj Sub

kegiatan kepada PAjKPA.

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan

meliputi:

a. m.enyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub

ikegiatan;

h. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuru

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

perundang-undangan; dan

c. menyunpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.
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6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab

kepadaPA.

7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung

jawab kepada KPA.

8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PAjKPA mengambil alih mandat

yang dilaksanakan oleh PPTK.

9. PA/KPAdapat menetapkan lebih dari 1 [satu] PPrK di lingkungan

SKPD/Unit SKPD.

10. Penetapan PPrK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,

besaran anggaran Kegiatan / sub kegiatan, beban kerja, lokasi,

rentang kendali, dan Iatau pertimbangan objektif lainnya yang

kriterianya ditetapkan Bupati .

11. Pertimbangan penetapan PPl'K didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi.

12. PPrK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural mempakan

pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/ atau

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA,PPTKmerupakan Pegawai

ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah

KPAdan Iatau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

15. DaJam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku

PPTKyang kriterianya ditetapkan oleb Bupati.

H. PEJABATPENATAUSAHAANKEUANGANSKPD

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
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3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan

wewenang BLUD

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi

daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/ atau PPrK.

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. mdakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendabara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

6. Verifikasi oleh PPKSKPDdilakukan dengan tujuan untuk: meneliti

ke1engkapan dan keabsahan.

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara

lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara

penerimaan; dan

c. menerbitkan sura.t pemyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan

penatausahaan keuangan SKPD.

bertugas

efektivitas
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1. PEJABATPENATAUSAHAANKEUANGANUNITSKPD

1. Da1am hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KP~ PA

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada Unit SKPD.

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. Besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di linglrungan

Sekretariat Daerah;

b. rentang kendali danIatau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TO dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan

SPPLS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

SPPfU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

laporan pertanggungjawaban Bendabara Penerimaan Pembantu

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD6.

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara

penerimaan pembantufBendahara lainnya; dan
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b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya

sebagai dasar penyiapan SPM.

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai

tugas meliputi:

a. me1akukan verifikasi SPP-UP,. SPP-GU,. SPP-TU,. dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta

bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapanSPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi Japoranpertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPDkhusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPDkhusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASNyang menduduki jabatan

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan

unitSKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK Unit SKPD

a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rnngka

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD I
atas usul PPKD selaku BUD \

. J. BENDAHARA

L Bendahara Penerimaan

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang

menerima,. menyimpan,. menyetorkan ke rekening kas umum

daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya.
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c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima

langsung melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang

ditetapkan oleh Bupati;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan

jumlah yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan

daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

KPA~ Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Unit SKPDyang bersangkutan.

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan

oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

f, Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki togas dan

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan

Bupati.

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang

dalam rnngka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah

pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima

langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang . /

ditetapkan oleh Bupati; '\

meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya; dan

4)

5)
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6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah,

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

1. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penenmaan pada SKPD dan

disampaikan kepada PA.

J. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan

disampaikan kepada KPA

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan

kepada PPKD selaku BUD.

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan

disampaikan kepada Bendahara Penerimaan,

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat

menetapkan pegawm yang bertugas membantu Bendahara

Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan

pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Bendahara Penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
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2. Bendahara Pengeluaran

a PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran

kepada Bupati.

h. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk

me1aksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pclaksanaan anggaran belanja danlatau pengeluaran

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP

UP7 SPP GU. SPP TU. dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang

dike1olanya;

4) menolak perintah bayar dari PAyang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif kepada PAdan laporan pertanggungjawaban

secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang. Bendahara Pengeluaran

me1aksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang

ditetapkan Bupati ;

2)

3)

memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi

atau dokumen fisik dari bank;

secara elektronik <
4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja

atas koreksi atau basil pemeriksaan internal dan

eksternal;
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5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau basil

pemeriksaan intemal dan ekstemal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada

SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e, DaJam hal Pit melimpabkan kewen.angannya kepada KPA,.

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan!atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan

wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP

TU dan SPP LS;

2) menenma dan menyimpan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4} melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TV

yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesum

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayamn;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturnn perundang-undangan; dan

8) membuat secara I
laporan ~

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara

laporan pertanggungjawaban

administratif kepada KPA dan

Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Penge1uaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
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1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang

ditetapkan oleh Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3, menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik

atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian ~a

atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan

eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau basil

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan,

L Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

tmdangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi

bersifat khusus.

J. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu seeara administratif

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

1. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluarnn

Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan

ftmgsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan

disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara j
administratif dengan membuat Iaporan pertanggungjawaban \

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan

disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
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fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan

kepada PPKDselaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran,

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara

Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan

bdanja danl atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

SO Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung

jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan

pemborongan, dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan

danl atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas Dama pribadi baik secara

langsung maupun tidak langsung; dan

4~ larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Bendahara Khusus

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan J
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara \

Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub

kegiatan, tindakan, danlatau aktieitas lainnya yang berkaitan

langsung dengan pelaksanaan APBD.
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h. rnelaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

1. rnenyajikan informasi keuangan daerah; dan

J. melakukan pencatatan dan pengesahan da)am hal penerimaan

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

penmdang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola investasi;

b. rnenetapkan anggaran kas;

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. rnernbuka rekening Kas urnurn daerah;

e. membuka rekening penerimaan;

f. rnernbuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

penmdang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak

daerah.

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,

sosial danjatau rnanfaat lainnya sebagai akibat langsung dari

investasi tersebut,

6. Dalarn hal kewenangan rnengelola investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan dapat rnelaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASABUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati .

3. Kuasa BUD rnernpunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. rnenyiapkan SPD;
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c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penen.maan dan pengeluaran APBD

oleh bank danj atau lembaga keuangan lainnya yang telah

ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelolaj menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas

Beban APBD;

l. melaksanakan pemberian pmjaman daerah atas nama

pemerintah daerah;

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun

dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk:

ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak

tertagih atas investasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan

5.

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD J
Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (sam) Kuasa 1\
BUD di lingkungan SKPKDdengan pertimbangan besaran jumlah

uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, danIatau rentang kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban

6.

6

kerja, lokasi, danl atau rentang kendali yang kriterianya

ditetapkan Bupati



E. PENGGUNAANGGARAN

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja danl atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

f. me.laksanakan pemungutan :retribusi daerah;

g. mengadakan ikatanj perjanjian kerja sarna dengan pihak lain

daJam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPDyang dipimpinnya;

J. menyusun dan menyampaikan lapomn keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

k, mengawasi pelaksanaan anggarnn SKPDyang dipimpmnya;

1. menetapkan PPTKdan PPK-SKPD;

m, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpionya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

a. menyusunanggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen perminraan pengesahan pendapatan dan

belanja atas penerimaan dan penge1uaran daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

dilakukan me1alui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
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a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya kepada PPKDselaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) rnempunyai

wewenang, meliputi:

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menan:datangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daernh

(NPHD);

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

da1am rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan

penmdang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan

wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran

\sebelumnya;

h. hasil pekeIjaan akibat pemberian kesempatan kepada

penyedia barangj jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga

melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan

selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan

peraturnn perundang-undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai

akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturnn perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum temp; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat

melimpahkan pada kepala bagian untuk selaku KPA untuk

melakukan pengelolaan keuangan.

F. KUASAPENGGUNAANGGARAN -'

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala \

Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2_ Pelimpaban kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran kegiatarr/ sub kegiatan, lokasi, dan Iatau rentang

kendali.
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3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatanfsub kegiatan dilakukan

oleh SKPD yang mengelola besaran anggarnn Kegia_tan/ sub

kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati .

4. Pertimbangan lokasi dan Iatau rentang kendali d:ilalrukan

terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas

usul kepala SKPD.

6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sarna dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Dalam melaksanakan tugas KPAbertanggungjawab kepada PA.

8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

9. Dalam hal PAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPDselaku KPA,KPA menandatangani SPM-TUdan SPM-LS. J
10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang danjasa, \

KPAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. KPAyang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
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bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan.

12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-UnitOrganisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-UnitOrganisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja danl atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatanj peIjanjian kerja sarna dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit orgarusasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTKdan PPK-Unit SKPD;

m, menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

ketentuan peraruran perundang-undangan, PA bertugas untuk

mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah

diserahkan kepada kepala Unit SKPDselaku KPA.
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G. PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN

1. PA/KPA daJam melaksanakan kegiatanfsub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

2. PPTKbertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PAl KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPDIUnit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas Behan pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;

dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada

Kegiatarr/Bub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan yang mengatur mengenru

pengadaan barang/jasa.

4. Togas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatarr/ Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan KegiatanjSub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatarr/Bub

kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatarr/Bub

kegiatan kepada PA/KPA_

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas behan pengeluaran pelaksanaan Kegiatanj'Sub kcgiatan

meliputi:

a, menyiapkan

kegiatan;

h. menyiapkan

laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub

dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

perundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.
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K. TIMANGGARANPEMERINTAHDAERAH(TAPD)

1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPDyang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

2. TAPDberanggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD,

dan pejabat pada SKPDlain sesuai dengan kebutuhan

3. TAPDmempunyai tugas:

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

h. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan

perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan

perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,

dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan

pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan

perubahan DPA-SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman

penyusunan RKA; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi

sesuai dengan kebutuhan.
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L. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. SKPD tanpa KPA
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3. SKPD dengan KPA(Faktor Lokasi)
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5. Badan Keuangan Daerah (BKD)
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BABII. 1

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYUSUNANKUADANPPAS

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 sarnpai dengan Pasal 92

2. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran),. Bab ill-

Penyusunan RAPBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRlPSI PROSEDUR

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja,. dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat Daernh untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

sebagai acuan dalarn penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan

kerja perangkat daerah.

Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan

daerah;

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;
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3. berpedoman pada RKPD, KUA,dan PPAS;

4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, manfaat untuk masyamkat dan taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses KUA dan PPAS adalah sebagai

berikut:

1. TAPD

a. menyiapkan seluruh isi rancangan KUAdan PPAS

b. menyusun raneangan KUA dan rancangan PPAS

2. Bupati

a. menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS

b. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada

DPRD

c. melakukan pembahasan rancangan KUAdan rancangan PPAS

denganDPRD

d. melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil

pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan

DPRD
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D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

1. Bupati menyusun rancangan KUAdan rancangan PPAS

• Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun berdasarkan

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD

diuraikan sebagai berikut:

a. TAPD menyiapkan seluruh lSI rancangan KUA

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan

anggaran yang terdapat dalam RKPD. Rancangan KUA

memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah

2) asumsi penyusunan APBD

3) kebijakan Pendapatan Daerah

4) kebijakan Belanja Daerah

5) kebijakan Pembiayaan Daerah, dan

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-Iangkah

konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro

daerah, asumsi penyusunan APBOT kebijakan

pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan

kebijakan pembiayaan daerah.

h. TAPD menyiapkan seluruh lSI rancangan PPAS

menggunakan data dan infmmasi terkait pIUgI'BID prioritas

beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
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bersumber dari RKPD. Rancangan PPAS disusun dengan

tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub

kegiatan untuk masing-masing urusan yang

disinkronkan dengan prioritas dan program nasienal

yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat

dan prioritas serta program provinsi yang tercantum

dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun;

3) menyusun capaian kmerja, sasaran, dan plafon

anggaran sementara untuk masing-masing program,

kegiatan, dan sub kegiatan.

a) Sub kegiatan dapat dianggarkan untuk 1 (satu)

tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu). tahun

anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.

b) Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program

yang tercantum dalam RPJMD. Sub kegiatan tahun

jamak hams memenuhi kriteria paling sedikit

./ pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub

kegiatan yang secara teknis merupakan satu

kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran

yang memedukan waktu penyelesaian lebih dari

12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran

berkenaan;

./ pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang

menurut sifatnya hams temp berlangsung pada

pergantian tahun anggaran; dan

./ pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang

menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada

pergantian tahun anggaran, antara lain

penanaman benib./bibit, penghijauan, pelayanan

perintis lautj udara, makanan dan obat di rumah

sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan
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pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning

service).

4) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan

pemutakhirannya.

2. Bupati menyampaikan rancangan KUAdan rancangan PPAS

Rancangan KUA dan rancangan PPASdisampaikan kepada DPRD

paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan

disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

3. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan

rancangan PPAS

Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUAdan

rancangan PPAS. Dalam pembahasan rancangan KUA dan

rancangan PPAS tersebut, Bupati dapat mengajukan usulan

penambahan kegiatanl sub kegiatan bam dalam rancangan KUA

dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk

disepakati bersama dengan DPRD. Penambahan kegiatanj sub

kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturnn penmdang­

undangan.

4. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama

• Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan

rancangan PPAS Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan

bersama.

• Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

terse but ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD

paling lambat minggu kedua bulan Agustus

• Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan

rancangan PPASdituangkan dalam nota kesepakatan KUAdan
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nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara

Bupati dengan pimpinan DPRD.

• Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1. nama Kegiatan;

2. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

3. jumlah anggaran; dan

4. alokasi anggaran per tahun

• KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD

menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun

RKASKPD.

• Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

E. KONDISIKHUSUS

1. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara,

Wakil Bupati bertugas untuk:

a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada

DPRD;dan

b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan

PPAS

2. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau

semen tara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang selaku penjabat/ penjabat sementara/ pelaksana

tugas Bupati bertugas untuk:

a. menyampaikan rnncangan KUAdan rancangan PPAS kepada

DPRD; dan

b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan

PPAS

DaJam hal seluruh pnnpman DPRD berhalangan tetap atau3.

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas

pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota

kesepakatan KUAdan PPAS.
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4. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama

rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam)

minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan

kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD,

rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati ,

untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Kegiatan Tahun Jarnak berdasarkan atas

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang

5.

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan

PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun

Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati

berakhir, kecuali Kegiatan Tahnn Jarnak dirnaksud mempakan

prioritas nasional dan/ atau kepentingan strategis nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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BAB11.2

SISTEM DAN PROSEDUR

RENCANAKERJA DANANGGARANSKPD (RKA-SKPD)

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

PengeIolaan Keuangan Daerah, Pasal 93 sampai dengan Pasal 100

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab III -

Penyusunan RAPBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat

rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan

sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Proses penyusunan RKA-SKPDmengandung informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses RKA-SKPDadalah sebagai berikut:

1. TAPD

a. menyusun rancangan

Penyusunan RKA-SKPD

Sural Edarnn tentang

b. menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPDke Bupati untuk diotorisasi

2. Bupati

a. menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD
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b. menyusun RKA-SKPD

c. menyampaikan RKA-SKPDkepada PPKD

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

Bupatimeoetbitbn SUJ2t
Ed.aa, 1I:IItIiIB Ill.+ 3

Pcay. 'RJCA.SKPD

1. Bupati menerbitkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA­

SKPD

• Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam

menyusun RKA-SKPD,yang diuraikan sebagai berikut:

1. TAPDmenyusun rancangan Surat Edarnn Bupati perihal

Pedoman Penyusunan RKA SKPD, dengan ketentuan

sebagai berikut:

2. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang

Pedoman Penyusunan RKA-8KPD ke Bupati untuk

diotorisasi.

3. Sural Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA

SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah

rancangan KUA dan raneangan PPAS disepakati.

• Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:

1. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub

kegiatan yang terkait;

2. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,

kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana

pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

3. batas waktu penyampaian RKA-SKPDkepada PPKD; dan

4. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA,.PPAS, kode

rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar

belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan

penyusunan APBD.
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5. Rencana pendapatan dan penenmaan pembiayaan yaitu

hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan

pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:

a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan

sub kegiatan yang terkait;

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk: setiap

program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut

rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

dan

d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS,

kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis

standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan

kebijakan penyusunan APBD

2. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

• Berdasarkan KUA dan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA­

SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD.

• Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD

mengevaluasi hasil pe1aksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan.

• RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan

pendekatan:

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara

bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,

kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun

anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan.

2. Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
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lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana

kerja dan anggaran.

3. Penganggaran

memperhatikan:

a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari sub kegiatan;

berdasarkan kinerja dengan

b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c. Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

• Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

1. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang

akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang

direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2. Tolok ukur kinerja merupakan ukurnn prestasi kerja yang

akan dicapai dari keadaan semula dengan

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi,

dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan

dan sub kegiatan;

3. Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari

suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu

sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantita..s dan

kualitas yang terukur;

4. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran

atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk

me1aksanakan suatu sub kegiatan;

5. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang

dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;

6. RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan

barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

paling kurang berisi infonnasi mengenai kebutuhan

pengadaan BMDdan pemeliharaan BMD;dan
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3.

7. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja

dalam menentukan capaian jenis dan mum pelayanan

dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

• Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,

dianggarkan dalam RKA-SKPDsesuai dengan tugas dan fungsi

pada masing-masing SKPD.

• Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer

dianggarkan dalam RKA-SKPDpada SKPKD.

• Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

1. SKPKD;

2. SKPDjUnit SKPD terkait yang melaksanakan pola

pengelolaan keuangan BLUD;

• Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinetja

serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD

mengevaluasi basil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan.

• Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau bclum

diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau

diselesaikan pada tahun yang d:irencanakan atau 1 (sam)

tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan

Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD

RKA-SKPDdisampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal

dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun
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E. KONDISIKHUSUS

1. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat

keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,

kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di Iuar KUA dan PPAS

yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.

2. DaJam hal Pr0graII4 kegiatan,. dan sub kegiatan lllempakan tatum

terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,

kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang

3.

direncanakan.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja

(SOTK),dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPDdisusun oleh

TAm atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

Dalam hal penyusunan RKA-SKPD,bagi SKPDjUnit SKPD yang

mclaksanakan pola keuangan BLUD7 menggunakan kode rekening

APBD.

4.
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BAB II. 3

SISTEMDANPROSEDUR

RANCANGANPERDAAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nornor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 sampai dengan Pasal 103

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab III -

Penyusunan RAPBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nornor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan

pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD

dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPDdengan KUA

dan PPAS prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran

sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,

indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja,

standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi

program dan kegiatan an tar SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian,

kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah

disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai

bahan penyusunan rancangan peraturan daerah ten tang APBD dan

rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung infonnasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik
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c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses rancangan perda APBD adalah

sebagai berikut:

1. PPKD

a. melakukan verifikasi atas RKASKPD

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD

c. menyampaikan rancangan Perda ten tang APBD yang telah

disusun kepada Bupati

2. Kepala SKPD

a, melakukan penyempurnaan RKA SKPD

b. menayampaikan RKA SKPD yang telah disempurnakan ke

PPKD

D. LANGKAH TEKNISPELAKSANAAN

1. PPKD me1akukan verifikasi atas RKA-SKPD

• Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

an tara RKA-SKPDdengan:

L KUA dan PPAS;

2. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran

sebelumnya;

3. dokumen perencanaan lainnya;

4. capaian Kinerja;

5. indikator Kinerja;

6. analisis standar belanja;

7. standar harga satuan;

8. perencanaan kebutuhan BMD; ..J

9. Standar Pelayanan Minimal; ,

10.proyeksi perkiraan IDaJu untuk tahun anggaran

berikutnya; dan

1L program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPD_
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2.

• Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,

TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan

penyempurnaan.

• Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan penmdang-undangan

PPKDmenyusun rancangan Perda ten tang APBD

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dolrumen

pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan

oleh kepala SKPD dan menyampaikan rancangan Perda tentang

APBDyang telah disusun kepada Bupati.
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BAB II. 4

SISTEM DANPROSEDUR

RANCANGANPERKADAPENJABARANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang ]

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 102 dan Pasal 106

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab III -

Penyusunan RAPBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun

rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan

peraturan Bupati tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri

dari:

1. Ringkasan penjabaran APBD

2. Penjabaran APBD

3. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD

Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD mengandung

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses rancangan perkada penjabaran APBD

adalah sebagai berikut:

1. PPKD

a. melakukan verifikasi atas RKASKPD

b. menyusun rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
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c. menyampaikan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

yang telah disusun kepada Bupati

2. Kepala SKPD

a. melakukan penyempurnaan RKA SKPD

b. menyampaikan RKASKPDyang telah disempurnakan ke PPKD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

• Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disusun

berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda

tentang APBD.

• Rancangan Perkada ten tang Penjabaran APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

1. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rineian objek, dan sub rincian

objek, pendapatan, be1anja, dan pembiayaan;

2. penjabaran APED menumt urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD

yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi an tara

lain:

a. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

hibah;

b. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial;

c. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Keuangan bersifat umum. dan be:rsifat

khusus;
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d. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

belanja bagi hasil;

e. rmcian dana otonomi khusus menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

dan sub rincian obje-k pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

f. rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bu:mi menurut urusan penterintaban daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Infonnasi lainnya yang menunjang kebutuban info:rmasi

pada Perkada penjabaran APBD.

• .Penganggaranpendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD

disertai penjelasan, yaitu:

1. penganggaran pendapatan disertai penjelasan

mengenai dasar hukum pendapatan.

2. penganggaran belanja disertai penjelasan

mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan

belanja yang bersifat khusus dan/ atau sudah

diarahkan penggunaannya, dan sumber

pendanaan sub kegiatan.

penganggaran pembiayaan disertai penjelasan3.

mengenai dasar hukum, sumber penerimaan

pembiayaan untuk kelompok penernnaan

pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan

untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
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BAB III. 1

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYAMPAIANDANPEMBAHASANRANCANGANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang ]

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 104 dan Pasal 105

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah IV i

- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)dalam

rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya

tujuan bernegara.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penyampaian dan pembahasan

rancangan APBD adalah sebagai berikut:

1. Bupati

a. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD

b. melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD

bersama DPRD'

c. menandatangani persetuiuan bersama bersama prmpman

DPRD
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyampaikan rancangan Perda ten tang APBD

• Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan

dokumen pendulnmg disampaikan paling lambat 60 [enam

puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran

berakhir.

2. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang

APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda

tentang APBD

• Pembahasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan

oleh Bupati dan DPRD setelab Bupati menyampaikan

rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan

dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD beTpedoman

pada RKPD,KUA,dan PPAS

3. Hasil pembahasan mncangan Perda tentang APBD

dituangkan dalam persetujuan bersama yang

ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD

• Terkait hal terse but di atas, terdapat beberapa ketentuan

sebagai berikut:

1. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda

tentang APBD dapat mengandung informasi,. aliran data,
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serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

2. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota

keuangan, RKPD,KUA,dan PPAS.

3. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD

dapat meminta RKA-SKPD sesuar kebutuban dalam

pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

4. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD,

Bupati danl atau DPRD dapat mengajukan usulan

penambahanjperubahan kegiatanjsub kegiatan dalam

rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/ tidak

terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.

Perunnbahan atau perubahan kegiatan/ sub kegiatan dapat

dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

5. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBDkarena Bupati

terlambat menyampaikan rancangan Perda ten tang APBD

kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan

kepada anggota DPRD.
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BAB III. 2

SISTEM DANPROSEDUR

PERSETUJUAN RANCANGANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintab (PP) Nomor 12 Tabun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 106

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bab IV

- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui

pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut

diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama

antara Bupati dan DPRD.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses persetujuan rnncangan APBDadalah

sebagai berikut:

1. Bupati

a. melakukan persetujuan bersama bersama pimpinan DPRD

b. menyiapkan rancangan perkada tentang penjabarnn APBD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

[ ]
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1. Bupati dan DPRDmelakukan persetujuan bersama

• Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perna tentang

APBD Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama.

Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan

dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

• Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD harus

dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran berikutnya.

• Bupati dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan

Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

• Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati

terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APED

kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud

tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

• Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan,

Bupati menyiapkan nmcangan Per:kada tentang penjabaran

APBD.

E. KONDISI KHUSUS

1. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil ~

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan

mncangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati

menyusun rancangan Perkada tentang APBD.

Dalam hal Bupati berhalangan temp, wakil Bupati bertugas:2.

a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD

kepada DPRD; dan

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan

peraruran daerah tentang APBD

3. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan

kepada wakil Bupati untuk:
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a. mengajukan rancangan peraturan daerah ten tang APBD

kepada DPRD;dan

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APBD

4. Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang selaku pejabat./pejabat sementara Zpelaksana

tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang

APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan

bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang, selaku pelaksana tugasj'pejabat/pejabat

sementara Bupati.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau5.

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas

pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

----------- --------- -- --

51



BABIII. 3

SISTEM DANPROSEDUR

EVALUASIRANCANGANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 sampai 116

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah IV ,

- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Evaluasi terhadap rancangan Perda ten tang APBD dan rancangan

peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleb Gubemur

sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai

keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional,

keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur

serta untuk meneliti sejaub mana APBD tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi danJatau peraturan

daerah Jainnya yang telah ditetapkan,

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses evaluasi rancangan APBD adalah

sebagai berikut:

1. Bupati

a. mengirimkan rancangan Perda tentang APBD kepada

Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat.

b. bersama dengan DPRD melakukan penyempumaan hasil

evaluasi
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D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati mengirimkan rancangan Perda ten tang APBD

• Bupati mengirimkan rancangan Penta tentang APBD yang

telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, beserta

rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD~RKPD~KU~

dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

untuk dievaluasi.

• Evaluasi dilakukan untuk:

1. Menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

b. kepentingan umum;

c. RKPD, KUA,dan PPAS; dan

d. RPJMD

2. Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk

menilai kesesuaian program dalam rancangan Perna
tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub

kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan

PPAS, serta meni1ai konsistensi antara rancangan Perda

tentang APBD dengan KUAdan PPAS.

3. Menguji kesesuaian rancangan Perna tentang APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan

kepentingan umum, yang dilakukan tmtuk menghindari

hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum

meliputi:

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
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b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; dan/ atau

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,

ras, antar-golongan, dan gender.

• Rancangan Perda tentang APBD dikirimkan paling lambat 3

(hari) setelah penandatanganan dokumen persetujuan

bersama antara Bupati dan DPRD.

• Surat pengantar untuk menyampaikan raneangan Perna

ten tang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran

APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran

2. Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi

• Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Guberrrur dan ditetapkan

dengan keputusan Gubernur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh

Bupati dengan ketentuan tindaldanjut sebagai berikut:

1. Dalam hal keputusan Gubemur menyatakan hasil evaluasi

sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda tentang

APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal surat keputusan GUbemUT menyatakan basil

evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD me1akukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Bupati me1alui TAPD bersama dengan DPRD me1alui

harlan anggaran melakukan penyempurnaan hasil

evaluasi.

h. Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan

mengenai hasil penyempumaan untuk kemudian

dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
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c. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai

basil penyempumaan kepada Gubemur sebagai wakil

pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah

ditetapkan.

d. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai

hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan

Perda tentang APBD.

e. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil

penyempumaan tidak diterbitkan sampai dengan 7

(tujuh) hari sejak diterima basil evaluasi dari

Gubemur, Bupati menetapkan Perda APBD

berdasarkan basil penyempurnaan.

f. Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor

registrasi dari Gubernur

E. KONDISI KHUSUS

Dalam. hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan

DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD

menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD

menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri

2. Gubemur mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan

L

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan danj'atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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BABIII.4

SISTEM DAN PROSEDUR

PENETAPANPERDAAPBDDANPERKADAPENJABARANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 117

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah IV i

- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRWSIPROSEDUR

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang

Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan

APBD setelah melahri tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah,

pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah,

persetujuan DPRD bingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang

Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan

pengundangan ke dalam lembarnn daerah

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penetapan perda APBD dan perkada

penjabaran APBDadalah sebagai berikut:
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1. Bupati

a. menenma surat keputusan sebagai dasar penetapan

rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD

b. menyusun dan menandatangani penetapan rancangan Perda

APBD menjadi Perda, serta penetapan ranc:angan Perkada

APBDmenjadi Perkada

c. menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang

penjabaran APBDkepada Gubemur

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

BupatiJIKA¥­
Penfa M'BD daD

. PabdaR a;.t--
APBD

1. Bupati menerima Surat keputusan Gubemur

• Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan

rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBDmenjadi Raperda yang berupa:

1. Surat Keputusan Gubemur sebagai wakil pemerintah

pusat dalam evaluasi menunjukkan basil sesuai,

2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan

penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang· tidak

sesuai.

2.

• Bersama dengan Surat Keputusan Guberrmr, Bupati . \

mendapat nomor registrasi atas Perda APBD. ,

Bupati menetapkan Perda APBDdan Perkada Penjabaran APBD

• Bupati beserta menyusun danSekretaris Daerah

menandatangani

1. Penetapan rancangan Perda APBDmenjadi Perda; serta

2. Penetapan rancangan Perkada APBDmenjadi Perkada
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3.

• Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD diJakukan paling 1ambat

tanggal 31 Desember tahun sebe1umnya.

• Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang

menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran APBD

Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perkada ten tang

penjabaran APBD

• Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perkada

tentang penjabaran APBD kepada gubernur seiambat­

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

• Bupati wajib menginformasikan substansi Perna APBD yang

telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
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BAB Ill.5

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGANPERKADA APBD DALAM

HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 110

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab IV

- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1

Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan

DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu

yang ditetapkan, maka Bupati menyusun raneangan Perkada tentang

APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh

pengesahan dari Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat.

Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada ten tang APBD

dapat mengandung informasi, afuan data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penyusunan dan penetapan

rancangan perkada APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan

bersama APBD dan perkada penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

1. TAPD

a. menyusun rancangan Perkada tentang APBD

b. menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Bupati
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2. Bupati

a. menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Gubernur

sebagai wakil pemerin tah pusat

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyusun rancangan Perkada tentang APBD

• rancangan Perkada tentang APBD disusun dengan

berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS, jika

Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan

rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD,

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dati

masing-masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang

belanja wajib dan belanja mengikat.

2. TAPDmenyusun rancangan Perkada tentang APBD.

3. TAPDmenyerahkan rancangan Perkada tentang APBDke

Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.

Rancangan Perda tentang APBD disusun dengan ketentuan:

1. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar

angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

•

2. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan

angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD

tahun sebelumnya

3. Da.lam hal pemerintah daerah melakukan perubahan

APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya

adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam

perubahan APBD tahun sebelumnya.
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4. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk

belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib.

5. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja "yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan

oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran

yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang

danjasa.

6. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk

terjaminnya ke1angsungan pemenuhan pendanaan

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman

yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat

dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan

tanibahan pembebanan pada APBD;dan Iatau

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan

2. Bupati menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD kepada

Gubernur

Bupati menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk

mendapatkan pengesahan Rancangan Perkada menjadi

Perkada

• Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perlmda tentang

•

APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15

(lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
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keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda

tentang APBD.

• Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau

gubemur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan

rancangan Perkada, Bupati menetapkan rancangan Perkada

menjadi Perkada.

• Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama

rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan

Perda tentang APBD menjadi perda ten tang APBD setelah

dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan

Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling

tinggi sebesar seperduabelas plmJah pengeluaran APBDtahun

anggaran sebelumnya.

• Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai

keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap

seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor

sehari-hari.
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BABIV.1

KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang

ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan

atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencak:up proses­

proses sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

3. Penyiapan DPA-SKPD

4. Anggaran Kas dan SPD

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

daerah adalab sebagai berikut:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan

dalam APBDdan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang

dikelola oleh BUD.

Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang

atau badan yang menerima atau menguasai uang/ kekayaan daerah
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wajih menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani danjatau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan SUIat

bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas

penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Behan APBDsesuai

dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari

yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah

tidak dapat dipergunakan langsung untuk: pengeluaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas Behan APBD apabila anggaran untuk: membiayai

pengeluaran terse but tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap

pengeluaran atas Behan APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam

APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD,Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPO;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan

pertanggungiawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran

surat

pembantu;
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g. Bendahara Khusus; dan

h. Pejabat 1ainnya dalam rangka pelaksanaan APBD

9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan

APBDdilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya

pengesahan BUD atas Iaporan penerimaan dari PA.

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya

pengesahan BUD atas Iaporan pengeluaran dari PA.

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan desngan surat bukti yang

menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD,

dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai

dengan ketentuan. peraturan penmdang-undangan.

4. Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala5.

adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati

menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada

tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola

keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
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BAB IV.2

SISTEM DAN PROSEDUR

PELAKSANAANDANPENATAUSAHAANKASUMUMDAERAH

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal126 sampai dengan Pasal129

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampsran], Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap

uangjkekayaan daerah yang diterima danlatau dalam penguasaarmya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan Kas

Umum Daerah di1aksanakan oleh BUD dan pihak terkait Iainnya

khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan

Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Proses penatausahaan dan pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan dan penatausahaan kas

umum daerah adalah sebagai berikut:

L Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
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b. Membuka Rekening Penerimaan & pengeluaran

c. Memindahbukukan dana dari Rekening Penerimaan &

pengeluaran ke RKUDatau sebaliknya

d. membuka rekening bank atas Bendaharanama

Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pen.geluaran/Bendahara Pengeluamn Pembantu

SKPD pada bank yang sarna dengan RKUD

e. menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang

memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah

kedalam investasi yang dipilih.

f. melakukan penatausahaan atas semua penenmaan daerah

dan pengeluaran daerah dari RKUD

g. membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalarn

pengelolaannya

h. menyarnpaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang

dari RKUD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
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1. Bupati menunjuk bank umum yang sehat sebagai penarnpung

RKUD.

• Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang

arnanj sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan

untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga harus

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.

Misalnya, bank tidak pernah tedibat kasus penipuan

nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

b. Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik

dan memadai. Terlebih lagi. di masa sekarnng dibutuhkan

kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat

melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti

pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

c. Manfaat

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan

pendapatan daerah dan Iatau peningkatan kesejahteraan

dan/ atau pelayanan masyarakat

• Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sarna (PKS) antara

PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang

bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:

a. jenis pelayanan yang diterima;

b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

d. penerimaan bungaJjasa giro/bagi basil;

e. pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;

f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan

perj anj Ian;

g. kewajiban menyampaikan Iaporan; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.
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2. Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah

pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati

• Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/ atau jasa

giro/imbalan basil lainnya yang sejenis alas dana yang

disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga

dan!atau jasa giro yang berlaku.

• Bunga dan Zatau jasa giro/Imbalan hasil lainnya yang sejenis

yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang

bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja

daerah.

• Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek:

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah,

tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

• Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam

investasi jangka pendek, BUD hams meyakini dulu bahwa

dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum

akan digunakan da)am waktu dekat (idle cash).

• BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi

jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah

dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta

alasan dan basil analisa pemilihan investasi.

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD

atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan

jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan

Sural Keputusan Bupati.

• Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat

Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan

pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi

yang dipilih.

•
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• Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum

Daerah paling lambat per 31 Desember.

• Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam

pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek.

lnvestasi jangka pendek merupakan mvestasi yang dapat

segera diperjualbelikarr/ dicairkan, ditujukan dalam rangka

pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimililci selama

kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi

jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan

sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang

secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN)jangka

pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Seperti

dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek rosa
dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat

Utang Negaradan Sertifikat Bank Indonesia.

a. Deposito

Deposito adalah sejems jasa tabungan yang biasa

ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga

memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki

jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak

boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari

deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi

dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan

penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank

yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi

Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam

rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito

Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD

setiap saat diperlukan.

------------------- ~--~--~-.-
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b. Surat Utang Negara

Sural Utang Negara (SUN)adalah surat berharga yang

berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran

bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa

berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara

lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup

kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun

anggaran, Surat Utang Negara terdiri atas:

1) Surat Perbendaharaan Negara

2) Surat Perbendaharaan Negara beJjangka waktu

sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga

secara diskonto.

c. Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua helas)

bulan dengan kupon dan/ atau dengan pembayaran bunga

secara diskonto. Jadi SUN yang bisa dipilih dalam

melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam

bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka

waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi dalam bentuk

SUN mengikuti peraturan perundangundangan tentang

SUN.

d. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)adalah surat berharga yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang

berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)

bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga

3.

yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh _l,

mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang ,

Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran

• Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran pada Bank yang sama dengan Bank

penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati untuk
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mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan

dan pengeluaran daerah.

• BUD dapat membuka beberapa rekening operasional

penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan untuk

mempermudah mekanisme penenmaan pendapatan dan

pengeluarnn belanja daerah,

• Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah

dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank

dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

• Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan danjatau

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas

Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah

Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh

Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam

Perjanjian Kerja Sarna (PKS) antara BUD dengan pejabat

penanggungjawab pada Bank yang terkait.

• Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening

operasional penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk

menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak

melalui bendahara penenmaan danJ atau menemna

setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara

penerrmaan.

b. Rekening operasional penenmaan dioperasikan sebagai

rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya hams

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang­

kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai

dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara

Umum Daerah dengan Bank Umum. bersangkutan.

• Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran

operasional adalah sebagai berikut:
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a. Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai

rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

b. Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung

kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk

pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU)kepada

bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada

bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran

pembantu.

4. BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan

• Bendahara Umum Daerah membuka rekening bank atas nama

Bendabara PenerimaanjBendahara Penerimaan Pembantu

dan Bendahara Pengeluararr/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPD pada bank yang sarna dengan RKUDsesuai

dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme

penerimaan pendapatandaerah dan belanja daerah.

• Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPDadalah sebagai

berikut:

1. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penenmaan

dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD dapat

membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai

dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme

penerimaan pendapatan daerah dan BUD membuka

rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah

mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

2. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan

ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum

Daerah dapat membuka rekening Bendahara

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPDpada

Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.
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3. Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung

penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD

bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di

rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh

bendahara penerimaan, Rekening penerimaan SKPD

dibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD.

4~ Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan

uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD,

seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan

yang dikelola oleh bend ahara pengeluaran SKPD. Rekening

pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara

pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu

SKPD.

5. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD

• Penatausahaan Penerimaan RKUD

a. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang

sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi

penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

b. BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

c. BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada

Buku Kas Umum.

• Penatausahaan Pengeluaran RKUD

a. Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap

pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan J

pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan ~

oleh PA/KPA.

b. Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku

Kas Umurn pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal

dan kolom nomor bukti.
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6. Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum

daerah yang berada dalam pengelolaannya

• Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan

bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan

dasar dalam membuat laporan BUD.

• Laporan Bendahara Umum Daerah disusun daJam bentuk:

a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH);dan

b. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. Laporan tersebut

dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja

pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat

diserahkan sesuai kebutuhan.

• Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah

membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D

secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan

keuangan daerah yang terintegrasi.

• Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan atas kas

umum daerah yang berada dalam pengelolaannya kepada

Bupati me1alui Sekretaris Daerah.
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BAB IV.3

SISTEM DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah {PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 151

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran

yang diterima [bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak

ketiga yang telah ditentukan. Jenis-jenis transitoris, antara lain:

1. Pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,

bendahara penge1uaran pembantu dan/ atau bendahara khusus

lainnya sesuai dengan peraturan pertmdang-tmdangan dari setiap

transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh

Pasal21, PPh Pasal22, PPh Pasal23 danj atau PPN

2. Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah

antara lain Bupati , DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan

Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen,

iurnn jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan ~

jaminan kematian

3. Uang jaminan danyatau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh

pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam me1akukan suatu

pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya

atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain

uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang

jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila

ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang

mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang

jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalaro hal ini

pemerintah daerah.

4. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan dan penatausahaan kas

transitoris adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

danj atau bendahara khusus

a. memungut pajak atas pembayaran belanja melalui

UPjGUjTUjLS

b. menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke

rekening Kas Negara

c. melakukan pencatatan

2. KuasaBUD

a. Menyetorkan kas transitoris atas potongan pajak dan & l
potongan-potongan lainnya dari be1anja yang menggunakan ,

mekanisme LS

b. Memindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening

tujuan yang telah ditentukan

c. Mengembalikan uangjaminan

3. PPKD

a. Melakukan reklasifikasi atas uang jamman yang tidak

dikembalikan
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

IraiI5iIBUD'"JIIIG)
m,engeIoIa lCa$Transitoris

(lh.: ~I l

1. Bendahara Pengeluararr/Bendahara Penge1uaran Pembantu

mengelola Kas Transitoris

• Bendahara Pengeluararr/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai

peraturan penmdang-undangan, wajib:

a. Memungut pajak atas pembayaran belanja me1alui

UPjGU/TU/LS.

b. Menyetorkan se1uruh penerimaan pajak yang dipungutnya

ke rekening Kas Negara.

c. Melakukan pencatatan pada buku terkait.

• Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari

transaksi be1anja daerah darr/atau pendapatan daerah

sebingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang

tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

2. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

• Bank melakukan penyetoran kas transitoris atas potongan

pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang

menggunakan mekanisme LS

• Bank melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD

ke rekening tujuan yang telah ditentukan (rekening pihak

ketiga atau rekening penerima lainnya) ..\

Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada ,

akun perbitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas

•

transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun

perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi lID tidak

mempengaruhi SILPAsehingga tidak dilaporkan dalam laporan

realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam
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neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian

aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

• Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah,

tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena

dalam jangka waktu tertentu hams dibayarkan ke pihak

ketiga

3. Kuasa BUD dan PPKD Mengelola Kas Transitoris {UangJaminan)

• Pengembalian Uang Jaminan

1. Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia

barangj jasa ke rekening RKUD.

2. Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia

barangj jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya

kepada pemerintah daerah.

3. Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah

BUD yang berisi:

a. Perintah Pencairan Uang;

b. besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

c. pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

d. dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan

bahwa penyedia barangj jasa sudah menyelesaikan

kewajibannya .

• Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

1. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada

pihak ketiga.

2. Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga

dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan

dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang

bersangkutan.

3. PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan
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tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak

ketiga.

• Terkait kas transitoris berupa Jamman , terdapat beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi

dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah

berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan

pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibmmya

sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan

yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam

mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang

ditetapkan.
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BAB IV.4

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYIAPANDOKUMENPELAKSANAANANGGARANSKPD (DPA-SKPD)

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal132 dan Pasal 133

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pibak yang terkait dengan proses penyiapan dokumen

anggaran SKPD adalah sebagai berikut:

L PPKD

a. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD

h. Menyampaikan rancangan DPA-SKPDkepada TAPD

c. Melakukan pengesahan DPA-SKPDatas rancangan DPA-SKPD

yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah

81



2. Kepala SKPD

a. Menyusun Rancangan DPA-SKPD

b. Menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun

k.epada PPKD

3. TAPD

a. Melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

TAPD mdaImk- wa:i6bsi
_ 9 DPA-AaJ)

1. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

• Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD

paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBDditetapkan.

• Surat pemberitahuan dirnaksud sekurang-kurangnya memuat

hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD

dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

a. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang

digunakan sebagai dasar pe1aksanaan anggaran oleh PA;

b. Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima

oleh SKPD daJam tahun anggaran yang direncanakan;

c. Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,

sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

d. Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

e. Rencana penarikan dana setiap SKPD;

f. Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada

P~KD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak:

diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi

oleh TAPD;

g. Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
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2. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD

• Rancangan DPA-SKPD disusun berdasarkan

pemberitahuan Bupati.

• Rancangan DPA-SKPDmencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang

digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang

surat

d.

datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan

menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalarn DPA­

Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut

akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA­

Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan

pengeluaran Pembiayaan yang diisi da)am DPA

Pembiayaan.

h. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang

digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD

daJam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub

rincian objek pendapatan.

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir yang digunakan

untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun

anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah

Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap

program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip

dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang

digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD

dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat

jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian

objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan

dan sub kegiatan SKPD_

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir yang

digunakan untuk menyusun DPA penenmaan
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Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam

tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jnmlab

penerimaan Pembiayaan dan penge1uaran Pembiayaan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub

rincian objek penenmaan Pembiayaan dan pengeluaran

Pembiayaan.

• Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPDyang telah

disusun kepada PPKD paling lambat 6 [enam] hari setelah

surat pemberitahuan diterima.

3. TAPDmelakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD

• Setelah menerima rancangan DPA-SKPD TAPD melakukan

verifikasi paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya

Rancangan DPA-SKPD.

• Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan

instrumen verifikasi antara lain:

a. standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

h. analisis standar beJanja;

c. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

d. standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/ atau

e. Petunjuk teknis untuk: dana transfer pusat danj'atau

dana otonomi khusus.

Berdasarkan basil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD,•
SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil

penyempurnaan kepada TAPD.

• PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan

DPA-SKPDyang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris

Daerah.
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BAB IV~5

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYIAPANANGGARANKASPEMERINTAHDAERAH

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 134

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk

mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

1. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah

untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai penge1uaran

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam

DPA SKPD.

2. Anggarnn kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi

penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap

bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan

sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penyiapan anggaran kas pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD

a. Menyusun anggaran kas SKPD

h. Menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD

2. Kuasa BUD

a. Melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD

h. Menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah

c. Menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daernh

kepada PPKD selaku BUD

3. PPKDselaku BUD

a. Mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

KuasaBUD .. W"""
vc8fibsi.atlS • 'fIP"'A

bsSKPD

1. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD

• Anggaran kas SKPD disusun berdasarkan DPA-SKPDdan

jadwal pelaksanaan kegiatannya.

• Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada

Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD

disabkan.

2. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD

• Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari

SKPDy dengan menggunakan instrumen verifikasi antarn lain:
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a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana

penarikan dana dalam DPA-SKPD.

3. Kuasa BUDMenyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah

• Anggaran kas pemerintah daerah, disusun berdasarkan

Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi.

• Anggaran kas pemerintah daerah disusun dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran

kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana

penenmaan sub rincian objek pendapatan dan rencana

penerunaan pemhiayaan untuk setiap bulannya

berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas

dalam DPA-SKPD dan anggarnn kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian

objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat

ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat

jumlah anggarnn pendapatan dan penerrmaan

pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan

setiap bulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran

kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana

belanja per sub rmcian objek setiap bulannya

berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam

DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme

pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana

pengeluaran

berdasarkan

ditetapkan.

pembiayaan

anggaran

un tuk setiap bulannya

pengeluaran yang telah

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian

objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke

dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat

jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan
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selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap

bulan.

• Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD

4. PPKD selaku BUD

pemerintah daerah

mengesahkan rancangan anggaran kas {

• Rancangan anggaran kas pemerintah daerah disahkan paling

lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas

pemerintah daerah diterima.

• Anggaran kas yang te1ah disabkan oleh PPKD digunakan

sebagai dasar penyusunan SPD.
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BABN.6

SISTEM DANPROSEDUR

SURATPENYEDIAANDANA(SPD)

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal135

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

A. KERANGKAREGULASI

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Perrnintaan

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan Sural Penyediaan

Dana (SPD) dengan mempertimbangkan:

1. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

2. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

3. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan. anggaran yang tercantum J
dalam DPA SKPD. '\

Surat Penyediaan Dana fSPD) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk

ditandatangani oleh PPKD.

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses Surat Penyediaan Dana (SPD)adalah

sebagai berikut:

1. KuasaBUD

a. Menyiapkan rancangan SPD

b. Menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD

c. Menyarnpaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD

2. PPKD selaku BUD

a. Mengesahkan rancangan SPD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

l~mID~"~'-·--1
1. Kuasa BUD meyusun dan menyarnpaikan Rancangan SPD

• SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan

SKPD atau unit SKPD setiap periodik

• Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPO berdasarkan

anggaran kas pemerintah daerah

• Kuasa BUD menyampaikan raneangan SPD kepada PPKD

2. PPKD selaku BUD mensahkan Rancangan SPD

• Rancangan SPD disahkan menjadi SPO

• PPKD menyerahkan SPD ke Kuasa BUD untuk di sampaikan

kepada Kepala SKPD

• Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat

bencana, konllik sosial, dan!atau kejadian luar biasa, PPKD ..J

selaku BUD dapat melakukan peru bah an SPD atau dokumen ,

yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang

ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi

SKPKD.

• PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila

terdapat kondisi sebagai berikut:
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a. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai

:=::;=':::::::7ub ~~;:: akibat~
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

b.

c. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran

berikutnya.
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BABIV.7

SISTEM DAN PROSEDUR

PENERIMAANDANPENYETORANPENDAPATAN

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138 dan

Pasal140

2. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD),Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yangSah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud

meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dati

pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui

buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara

penerimaarr/bendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat

informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak: yang terkait dengan proses penenmaan dan penyetoran

pendapatan adalah sebagai berikut:
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1. Bupati

a. Menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah

2. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Melakukan validasi jumlah uang dan bukti-bukti penerimaan

yang diterima.

h. Menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerabkan

kepada pihak ketiga.

c. Menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan

pendapatan

d. Menyetorkan penerimaan tunai ke RKUD

e. Memindahbukukan penerimaan pendapatan non tunai ke

rekening RKUD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

..... -- y.-g
dihai waagan,

m '"'1=.+ MA

l'W" I l"" f f '.... Pttugas pemtID8Ul
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piIIk ....
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1. Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan, menerbitkan

dokumen penetapan pendapatan daerah.

• Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan Zpembayaran

pendapatan daerah, dapat dibedakan:

a. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan

Bupati; dan Iatau

b. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa

ada penetapan).
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• Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutanjpembayaran

pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah

dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah

penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat

Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur

dalam peraturan perundang- undangan.

b. Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh

wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada

dokumenJbukti penenmaan sesuai dengan jerns

pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang­

undangan.

c. Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada

dokumenj bukti me11puti:

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)

3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah fSPPD);

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB);

6) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPD.KBT);

7) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB);

8) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

9) Surat Tanda Setoran (STS);

10) Nota Kredit dari Bank;

11, Surat Perjanjian;

12) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan;

13) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap;

danj'atau
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14) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

• Sedangkan dokumen penetapan pendapatan daerah dapat

berupa:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d. Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e. Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

• Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar.

• Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan menayampaikan

Surat Ketetapan Pendapatan kepada wajib pajak/wajib

retribusi sebagai dasar pembayarnn dan kepada bendahara

penerimaan Zbendahara penerimaan pembantu sebagai dasar

penagihan.

• PA/KPA menunjuk petugas pemungut untuk melakukan

penagihan pendapatan daerah.

2. Petugas pemungut melakukan penagihan ke pihak ketiga

• Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak­

pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai \.~

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada ,

Pemerintah Daerah.

• Penagihan dilakukan berdasarkan dokumen penetapan

pendapatan dan surat tagihan serta dilakukan sesuai dengan

jadwal yang tercantum dalam dokumen pe:netapan

pendapatan.
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• Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital

dan/ atau media elektronik lainnya

• Langkah-langkah penagihan sebagai berikut:

a. Penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

1) Petugas pemungut menyampaikan dokumen

penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak

ketiga;

2) Pihak ketiga menandatangani dokumen penetapan

pendapatan sebagai bukti tanda penenmaan

dokumen.

3) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima

dokumen kepada Bendahara Penerimaan /Bendahara

Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.

b. Penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan

cara:

1) Petugas pemungut mengmm surat elektronik

penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;

2) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK­

SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengmman

surat elektronik penagihan pendapatan.

c. penagihan melalui sistem digital, dilaku.kan seeara

otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan

notifikasi atau media lain seca:ra elektronik kepada pihak

ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar

pendapatan daerah,

3. Bendahara Penerimaan /Bendahara Pembantu '{.Penerimaan

menerima pendapatan tunai dan non tunai.

• Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaanj Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan

dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas / fungsi

SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:
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JeDiaPe ........... Be........ Pener.i__ D

• Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di

SKPD yang memiliki tugas dan

wewenang pengelolaan pajak

Retribusi Daerah ' Bendahara Penerimaan di

SKPD yang memiliki tugas dan

wewenang pengelolaan

retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bendahara Penerimaan SKPD

yang Dipisahkan yang melaksanakan fungsi

BUD, kecuali:
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yangSah
1.Hal-hal terkait pajak dan

retribusi tetap dikelola oleh
Transfer Pemerintah Pusat Bendahara Penerimaan di

Transfer Pemerintah Daerah SKPD terkait

2. Pendapatan BLUD dikelolaHibah

oleh BLUD terkait
Dana Darurat

,3_ Pendapatan Hibah Dana
Lain-lain Pendapatan Sesuai

BOS, Dana kapitasi dan
dengan Ketentuan Perundang-

pendapatan lainnya yang
undangan

dikelola oleh Bendahara

Khusus.

• Penerimaan pendapatan secara tunai melalui Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, dilakukan

sebagai berikut:
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a. Pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu, berdasarkan dokumen penetapan pendapatan

danj'atau surat tagih.

b. Bendahara

Pemhantu

Penerimaarr/ Bendahara Penerimaan

melakukan validasi dengan mencliti

kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan

jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

c. Bendahara Penerimaari/ Bendahara Penerimaan

Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan

menyerahkan kepada pihak ketiga.

• Penerimaan pendapatan non tunai melalui rekening

Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu,

dilakukan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu menerima nota kreditjnotifikasi perbankan

atas penerimaan pendapatan.

h. Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan

Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai

berikut:

1) Meneliti nota kredit/ notifikasi perbankan;

2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah

yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara

PenerimaanJBendahara Penerimaan Pembantu secara

non tunai dianggap sah setelah Bendahara

PenerimaanIBendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi.

b. Bendahara PenerimaanJ Bendahara Penerimaan

Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada

pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran,

a.
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• Penerimaan pendapatan tunai melalui RKUD dilakukan

dengan cara:

a. Bendahara Penerrrnaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan

dari RKUDatas penerimaan pendapatan SKPD;

b. Bendahara Penerimaanj Bendahara Penerimaan

Pembantu melakukan validasi, dengan mencermati nota

kredit atau notifikasi perbankan atas penenmaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD.

c. Bendahara Penerimaanj Bendahara Penerimaan

Pembantu meminta bukti transaksi atas penenmaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD, jika

penenmaan pemberitahuan/riotifikasi

diinfonnasikan secara otomatis,

tidak

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu melakukan verifikasi untuk mengun

kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan

jumlah yang telah ditetapkan.

• Penerimaan pendapatan non tunai melalui RKUD

a. Bendahara Penerimaanj'Bendahara Penerimaan

Pembantu melakukan validasi untuk mensahkan setiap

penerimaan pendapatan non tunai melalui RKUD_

Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat

dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga

dan/ atau melalui kanal pembayaran secara online yang

disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (pJP) dari

lembaga keuangan bank dan nonbank.

c. Pembayaran secara online beru.pa mekanisme Electronic

b.

Transaction Process (ETP)antara lain:

1) Agen banking,

2) Mobile/phone banking

3) Car banking

4) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
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5) Internet banking

6) QRlSjBarcode

7) Tapping

8) Electronic Data Capture (EDC)

9) Cash Management System (eMS)

10) Transaksi berbasis elektronik lainnya.

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan

Bank dalam rangka akuntabilitas penenmaan

pendapatan.

4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan

• Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai

dan non tunai, dengan cam:

a. Menerbitkan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain

yang sah, untuk penyetoran secara tunai lalu,
mendokumentasikan surat tanda setoran (STS) dalam

Register STS.

b. Mendokumentasikan bukti notifikasi/ nota kredit/ media

elektronik: lainnya, untuk penyetoran penenmaan

pendapatan secara non tunai.

• Bendahara Penerimaan/Bendabarn Penerimaan Pembantu

menyetorkan penerimaan yang diterima secara tunai ke RKUD

paling lamhat daJam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan

keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta Irondisi objektif

lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati . Sedangkan

untuk penerimaan pendapatan yang masuk melalui rekening

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendabara Peneriraaarr/ Bendahara Penerimaan Pembantu

wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan tersebut ke

rekening RKUDpaling lambat dalam waktu 1 (satu) hari
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• Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara .1
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah \

setelah Kuasa BUD menerima notifikasij nota kreditj media

elektronik lainnya
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BAB IV.B

SISTEM DAN PROSEDUR.

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu barus me1a1mkan

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

yang menjadi kewenangannya.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara lain:

1. Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

2. Pembukuan atas pendapatan yang diterima me1alui rekening

bendahara penerimaan

3. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum

Daerah

Pembukuan yang dilalrukan oleh Bendabara Penerimaanj Bendahara

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pembukuan bendahara penerimaan

adalah sebagai berikut:
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1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan secara

tunai, non tunai dan juga RKUD

b. Mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

l\etwWa ...
P,.. t' /Be........ ".
Penniman Pemlwnm

ft! t 'ww,. fie ,..
ditrrima meWui rdrening
.... ,' pW"

Badto
,P ig .a/Bc .......

pa...... ., Pembantu
......ep if' ~

dQerima md.:IIuiKas Umum
.,n.aIa

1. Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu

membukukan pendapatan yang diterima secara tunai

• Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan

Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU)di sisi

penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

• Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

menca:tat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada

Buku Kas Umum (BKU)di sisi pengeluaran.

2. Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan Pembantu

membukukan pendapatan yang diterima melalui rekening

bendahara penerimaan

• Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

mencatat penenmaan di rekening Bendahara

Penerimaarr/ Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai berdasarkan bukti. penerimaan (nota kredit atau

notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada

Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan lmde

rekening pendapatan.

• Bendahara PenerimaanfBendahara Penerimaan Pembantu

mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai
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(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU)di

sisi pengeluaran

3. Bendahara PenerimaanJBendahara Penerimaan Pembantu

membukukan pendapatan yang diterima melalui Kas Umum

Daerah

• Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

mencatat penerimaan di RKUDberdasarkan bukti penerimaan

(nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah

divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU)di sisi penerimaan dan

di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

• Untuk seluruh pembukuan, Bendahara

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik

secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan

disahkan oleh PA/KPAsetiap bulan.

• Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan

daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

b. Register STS

c. Buku Kas Umum

d. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku

bank

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendabara

penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu

sebagai dasar pencatatan, antara lain:

•

a. Tanda Bukti Penerimaan

b. Surat Tanda Setoran

c. Nota Kredit Bank

d. Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan

dokumen di atas
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BAB IV.9

SISTEM DAN PROSEDUR

LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENERIMAAN

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tabun 2019 ten tang ,

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah V - ,

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu hams menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD

bertanggung jawab seeara administratif kepada PA dan secara

fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampruan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses laporan pertanggungajawaban ,../

bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: "

1. Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Melakukan penutupan BKU

b. Menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c. Menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang

sah dan lengkap

105



d. Menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran,

dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah

dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

2. Bendahara Penerimaan

a. Melakukan penutupan BKU

h. Menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c. Menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang

sah dan lengkap

d. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara

Penerimaan Pembantu

e. Menyusun

Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

f. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharn

Penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD

g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan kepada PPKD selaku BUD

3. PPKSKPD

a. Melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

h. menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna

Anggaran

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

PPIC-SKPD.cI ' ... ,ft

verifibsi atlas LPJ
B " • Pc ,.
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1. Bendahara Penenunaan

Pertanggungjawaban

• Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU

setiap akhir bulan.

Pembantu Menyusun Laporan

• Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan

Penerimaan dan Penyetoran.

• Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS

dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

• Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU,

Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan

Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap

kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5

bulan berikutnya

2. Bendahara Penerimaan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

• Bendahara Penerirnaan melakukan penutupan BKU setiap

akhir bulan.

• Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan

Penyetoran.

• Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti­

bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

• Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang

dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya.

• Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan

oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

• Bendahara Penerimaan menggunakan data

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang

telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang mempakan

gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pembantu.
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• Bendahara Penerimaan mempertanggungjawabkan

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara

administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD

paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya

3. Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ Administratif

• Bendaharn Penerimaan menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna

Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a. BKU

b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c. Register STS

d. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

4. PPK-SKPDmela1rukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

• PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara

Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku

atau laporan terkait

b. Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti

penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau

laporan terkait

c. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap

proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya

PPK-SKPDmeminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan,

jika menemukan ketidaksesuaian danl atau ketidaklengkapan,

•

PPK-SKPD menyatakan tanggung jawab verifikasi dan

menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna

Anggaran, setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan

sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi.

• Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ

•

Bendahara Penerirnaan yang telah. diverifikasi.

5. Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ Fungsional
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• Bendahara Penerimaan setelah menenma notifikasi

persetujuan (approval), menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD

selaku BUD

PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan

rekonsilisasi penerimaan.

•
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BAB IV.IO

SISTEM DAN PROSEDUR

REKONSILIASIPENERIMAAN

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tabun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,

PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik

yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang di1akukan secara e1ektronik.

c. PlHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses rekonsiliasi penenmaan adalah

sebagai berikut:

1. PPKD selaku BUD J
a. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan ,

pertanggungjawaban fungsional

b. melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik

c. menyiapkan laporan reahsasi pendapatan

d. membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi

penenmaan
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. PPKDmelakukan verifikasi LPJ

• PKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis

atas laporan pertanggungjawaban fungsional rneliputi:

a, kesesuaian perhitungan atas laporan

pertanggungjawaban penerirnaan

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

c. analisis capaian realisasi penerirnaan

• PPKD selalru BUD meminta perbaikan kepada Bendahara

Penerirnaan SKPD, jika rnenemukan ketidaksesuaian

danlatau ketidaklengkapan

2. PPKDmelakukan Rekonsiliasi Penerimaan

• PPKD selalru BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan

mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang

diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

3. PPKDMenyiapkan Laporan Realisasi Pendapatan

• PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan

dengan menampilkan data setiap bulan dan membuat analisis

deskriptif terkait capaian realisasi penerirnaan.
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BAB IV.ll

SISTEM DANPROSEDUR

PENATAUSAHAANPEMBAYARANATASKELEBIHANPENDAPATAN

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 140

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau

restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan

Lebih Bayar (SKLB)sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan daerah.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1. kesa1ahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan

yang sudah disampaikan

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai

berikut:

1. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya

berulang dan terjadi pada tahun yang sarna maupun tahun

sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening

penerimaan yang bersangkutan. dengan kriteria sebagai berikut:

a. penenmaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap

tahun; dan

b. objek penerimaan daerah yang sarna.
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2. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya

tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan

dengan membebankan pada rekening penenmaan yang

bersangkutan.

3. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya

tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan

dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Penatausahaan pembayaran alas kelebihan penerimaan pendapatan

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penatausahaan pembayaran atas

kelebihan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. BendaharaPenerimaan

a. melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan

pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah

b. menyiapkan SKLB

2. PPKD

a. mengesahkan dan menerbitkan SKLB

3. Pengguna Anggaran

a. menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian

kelebihan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah

4. Bendahara Umum Daerah

a. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2)

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

PPKDMaa. ..... 0 Sow
It-. 1_ LcJa"_'\SKlB)
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1. PPKDMenerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)

• PAsesuai dengan kewenangannya me1akukan proses verifikasi

dan validasi, berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga

atas kelebihan pembayaran, yang dimaksudkan untuk:

a. Memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar

pengajuan.

b. Memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian

• Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas

penerimaan pendapatan daerah. Informasi kelebihan atas

penerimaan daerah dapat berupa:

a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

b. Rekomendasi APIP;

c. Rekomendasi BPK-RI;

d. Putusan pengadilan berkekuatan hukum temp dan sudab

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/ atau

e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

• Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap

informasi atau permohonan pengembalian kelebihan

penerirnaan pendapatan. daerah.

• Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB (Surat Ketetapan

Lebih Bayar).

• PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Pengguna Anggaran menerbitkan surat permohonan pembayaran

pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/ retribusi

daerah

• Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD meIakukan koreksi

pada rekening penerimaan yang bersangkutan, berdasarkan

pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan

Penerimaan Daerah:

a, yang sifatnya beruJang dan terjadi pada tahun yang sama

maupun tahun sebelumnya.
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b. yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalarn tahun

yangsama.

• Bendahara Pengeluaran SKPD/ SKPKD memproses pengajuan

LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan

membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

• Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hams

didasarkan pad a Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

(SKRDLB)atau dokumen lainnya yang dipersarnakan untuk

pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah

• Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB

atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan

selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat

permohonan pembayaran pengembaJian kelebihan penerimaan

pajak daerah Zretribusi daerah kepada BUD.

3. BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2)

• BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk

pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerahj retribusi

daerah, berdasarkan surat permohonan pembayaran

kelebihan penerimaan pajak daerahj'retribusi daerah dari

Pengguna Anggaran.

• Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuruan

pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan

penerimaan daerah berdasarkan SP2 pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan

•
terjadi pada tahun yang sarna.

Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian

pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah dimaksud yang dibebankan pada BTI berdasarkan SP2

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya.
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BAB IV.12

SISTEM DAN PROSEDUR

PELAKSANAANDANPENATAUSAHAANBELANJA

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141, Pasal 150 dan Pasal 151

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRWSIPROSEDUR

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daernh tentang APBD

ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas

tersebut di atas tidak tennasuk pengeluaran keadaan darurat

dan/ atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Setiap pengeluaran hams didukung bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.

Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/ jasa

atau me1alui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih

dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota

Pencairan Dana (NPD,yang diajukan oleh PPTK. ...../

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan ,

dan penyajian dokumen yang dilakukan seeara elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan dan penatausahaan

belanja adalah sebagai berikut:
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1. PPTK

a menyiapkan NPD

b. menyampaikan NPD kepada PA/KPA

c. melaksanakan belanja

d. menyusun rekapitulasi belanja

2. PA/KPA

a. memberikan persetujuan terhadap

menyampaikannya kepada

NPD dan

Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penge1uaran Pembantu

a. mencairkan uang panjar

h. melalrukan verifikasi belanja

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN
,~

& .talDA ~ 'w ... ,.t/
BmcWwnP~
p •• II ,

pembeJaaD

1. PPTKMengajukan Uang Panjar

• Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara

Pengeluararr/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat

melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada

penyedia barang/ jasa atau melalui pemberian uang panjar

terlebih dahu1u kepada PPfK.

• PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan

rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

• PPTK menyiapkan & menyampaikan NPD kepada PA/KPA

untuk mendapatkan persetujuan.
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• PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan

menyampaikannya kepada Bendabarn

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendabara

Pengeluarari/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

PPTK, berdasarkan NPD yang telah mendapat persetnjuan

PA/KPA.

2. PPrK Melakukan Belanja dengan Uang Panjar

• PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan

yang dikelolanya, setelah menerima uang panjar. Pada saat

pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan

bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja

secara materiil.

• PPTKmenyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang

panjar sampai dengan batas yang telah ditentukan atau

pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, dilampiri dengan

bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada

Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan

pertanggungjawaban belanja.

• Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan

pembayaran secara non tunai melalui pemindahbukuan dari

rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK, jika basil

verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan

pembayaran atas uang panjar yang diberikan.

PPTKmelakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara

non tnnai melalui penrindahbukuan dari rekening PPTK ke

rekening Bendahara Pengeluaran, jika hasil verifikasi atas

rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar.

• PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas

penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara

•

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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3. PPfK Melakukan Belanja Tanpa Uang Panjar

• PPrK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan

yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan

pihak penyedia barangfjasa, atas belanja yang dilakukan,

PPfK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah

sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil,

• PPfK menyiapkan NPD berdasarkan bukti-bukti belanja yang

sah.

• PPfK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk

mendapatkan persetujuan.

• PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaranj Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

• Pada saat bersamaan, PPTKmenyerahkan rekapitulasi belanja

disertai dengan bukti -bukti yang sah kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

diverifikasi.

4. Bendahara pengeluaranrbendahara pengeluaran pembantu

melakukan Verifikasi Belanja

• Bendahara pengeluaranj'bendahara pengeluarnn pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan.

C. Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk

bukti/pemyataan atas pencatatan Zpendaftaran BMD. J
Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum "

dalam bukti transaksi.

• Bendahara Pengeluaran akan meminta PPrK untuk

melakukan perbaikan atau penyempumaan, apabila

d.

ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi. Proses

119



verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ

Penggunaan UP.

5. Bendahara Pengeluarari/Bendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran

• Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran setelab:

a. mene1iti kelengkapan dokumen pembayaran yang

diterbitkan oleh PA/KPAbeserta bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

• Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu

wajib menolak me1akukan pembayaran dari PA/KPA apabila

persyaratan tidak dipenubi.

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/ non

tunai, berdasarkan NPD, rekapitulasi belanja, dan bukti-bukti

yang sah. Pembayarnn secara non tunai di1akukan melalui

pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

pihak penyedia barang/jasa.

• Bendahara PengeluarnnfBendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakannya.

• Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara
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BAB IV.13

SISTEM DANPROSEDUR

UANGPERSEDIAAN

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasall

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)

merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang

ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran

dalam rangka kelancaran peJaksanaan sub kegiatan yang dikelola oleh

Bendahara Pengeluaran SKPD.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penetapan uang persediaan adalah

sebagai berikut:

1. Pengguna Anggamn

a. Melakukan perhitungan besaran rencana belanja dengan LS

dan menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan

menggunakan UP

b. Mengusulkan rencana UP ke BUD

2. Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Mengbitung besaran UP berdasarkan usulan rencana

perhtitungan belanja dari PA dan ketersediaan kas di RKUD
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3. Bupati

a. Menetapkan besaran Uang Persediaan (UP)

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

1. Pengguna Anggaran Mengusulkan Uang Persediaan

• Melakukan perhitungan besaran rencana belanja dengan LS

dan menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan

menggunakan Uang Persediaan

• Mengusulkan Uang Persediaan kepada BUD

2. BUD Menghitung Besaran UP

• Besaran UP dihitung dengan membagi total belanja UP dengan

frekuensi pengajuan LPJ UP, dengan rumus sebagai berikut:

Beaaran UP = Renca:na'Pembayaranbelanja menggunakan uang persediaan
Proyeksi [rekuensi pengajuan LP} UP dalam setsbun

Keterangan:

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang

merupakan penjumlahan antara besaran LS dad belanja

operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan beIanja

transfer.

h. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan

menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan

total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah

besaran belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kaIi berulahara ~

melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi

dan Iatau penga1aman tahun-tahun sebelumnya.

• Besaran UP dihitung dengan menetapkan batas maksimal nilai

UP yang ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD,
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sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini (angka

hanya sebagai ilustrasi):

a. maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai

dengan Rp.500.000.000.

b. maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas

Rp.SOO.OOO.OOOsampai dengan Rp.l.OOO.OOO.OOO.

c. maksimal Rp.l00.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas

Rp.l.OOO.OOO.OOO.

3. Bupati menetapkan besaran UP

• Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati tentang besaran UP berdasarkan

perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD,

berdasarkan pertimbangan:

a. Ketersediaan kas eli RKUD.

b. Rencana pembayaran belanja dengan menggunakan

mekanisme LS.

Besaran UP merupakan besaran belanja yang

direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS.

Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului

dengan melakukan perhitungan besaran anggaran

belanja yang akan menggunakan LS.

e. Besaran anggaran SKPD

Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi

tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang

ditetapkan pada DPA-SKPD
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BAB IV.14

SISTEM DANPROSEDUR

PELIMPAHANUANGPERSEDIAAN

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan

UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan

untuk: memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD,

khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Proses pefunpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD

dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA),

Aaas persetujuan PA tersebut, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit

SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari

rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun

TO. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang

mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang
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untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan

SPP-TU.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelimpahan uang persediaan adalah

sebagai berikut:

1. Pengguna Anggarnn

a. Menetapkan besaran Pelimpahan Uang Persediaan (UP)

2. Bendahara Pengeluaran

a. mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada Pengguna

Anggaran

b. melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran

Pembantu

c. mencatat pelimpahan UP

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. mencatat pelimpahan UP

b. mengajukan permintaan pelimpahan UP

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

1. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP

• Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan

pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran mela1ui Kuasa

Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengeluaran mengusulkan besaran pelimpahan UP ..I
kepada Pengguna Anggaran. ,

• Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP,

yang dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran

•

pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluarnn.
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Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut

memperhitungkan besamya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)serta waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara

Pengeluaran Pembantu

• Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening

Bendahara Pengeluaran Pembantu, berdasarkan besaran

pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas

penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara

Pengeluaran. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang

bersangkutan telah selesai dilaksanakan

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penge1uarnn

Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut

pada buku-buku terkait.

• Bendahara Pengeluaran Pembantu menyetorkan secara non

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendabara

Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran \

apabila terdapat sisa uang persediaan yang dilimpahkan.

• Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengelurnn

sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti

transaksi
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BAB IV.15

SISTEM DAN PROSEDUR

PERMINTAANPEMBAYARAN

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal142 sampai dengan Pasal146

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal

pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus

sebagai proses pembebanan rekening Belanja,

Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. Mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Mengajukan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran

SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu

melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lainyang

dipersamakan dengan SPD.

3. Mengajukan SPP kepada KPAberdasarkan pertimbangan besaran

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran (.

pembantu melalui PPK SKPDberdasarkan SPD atau dokumen lain

yang dipersamakan dengan SPD.

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri alas SPP UP,

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS
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Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik:.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses permintaan pembayaran adalah

sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaranj Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. menyiapkan SPP-UPjGUjTUjLS

b. mengajukan SPP-UPIGU ITO ILS kepada Pengguna Anggamn

melalui PPK-SKPD

c. memverifikasi rencana beJanja gaji dan tunjangan

2. PPTK

a. menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU

b. menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PA

c. menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN
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"'gj'-Pte,- M

Peml».yamo. GU

Bendahara Penge1uaran
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1. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran UP

• Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan

besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati dan

disertai dengan pemyataan pengguna anggaran bahwa uang

persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya
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• Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran

UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP.

• PPK SKPD melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun

Anggaran Sebelumnya di Subbid Akuntansi dan pelaporan

minimal sampai LRA (telah menginput SPJ Gu-nihil, UYHD

dan Kontra Pos) yang di buktikan dengan berita acara

rekonsiliasi.

2. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran GU

• Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-GU daJam rangka

mengganti UP, besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dan

diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 60%

(enam puluh persen].

• Besaran SPP-GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang

telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak

melebihi besaran UP.

• Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA

melalui PPK-SKPD,Pengajuan SPP-GUterdiri atas:

a. Ringkasan SPP-GU;

b. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai

dengan sub rincian objek; dan

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ)penggunaan UP

• Untuk pengajuan Ganti Uang Pertama (GU 1), PPK SKPD

melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan (LRA,LO, Neraca,

LPE dan Calk) Tahun Anggaran sebelumnya di Subbid

Akuntansi dan pelaporan, yang dibuktikan dengan berita

acara rekonsiliasi.

Untuk pengajuan Ganti Uang selanjutnya, PPK SKPD

melakukan rekonsiliasi Pendapatan, belanja, pajak,

pengembalian Belanja dan saldo akhir Per periode penarikan

GU, di Subbid Akuntansi dan pelaporan, yang dibuktikan

•

dengan berita acara rekonsiliasi.
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• Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP

yang disampaikan oleh PPfK, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan:

a. LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi

yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan

terkait,

b. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam

SPP-GU.

3. Bendahara Pengeluararr/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Mengajukan Permintaan Pembayaran TU

• Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan

didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA­

SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana

tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan

belanja TU, yaitu:

1) Kegiatan yang bersifat mendesak;

2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/ atau SPP­

UP/GUo

b. PPTKmenyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU

sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang

didokumentasikan dalam Daftar Rincian Renca.na Belanja

TU.

c. PPfK menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU

kepada PAuntuk mendapatkan persetujuan.

d. PA memberikan persetujuan Daftar Rincian Rencana

Belanja TV dan memberikan Daftar Rincian Rencana

Belanja TU kepada PPKD. t(
e. PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian

Belanja TO sesuai dengan batas jumlah pengajuan

permintaan belanja TV berdasarkan rincian kebutuhan

dan waktu penggunaan dengan ketentuan rencana
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rincian belanja TU diatas 200 juta rupiah diketahui oleh

koordinator pengelolaan kuangan daerah

• Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU

dari PPfK atau pihak terkait lainnya sebagai dasar

pengajuan permintaan pembayaran TU.

h. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelua:ran

Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah

sebagai berikut

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana

untuk belanja terkait te1ah disediakan;

3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/ atau

dokumen yang mendasarinya;

c. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pembantu menyiapkan permintaan

Pengeluaran

TU yang

didokumentasikan dalam SPP-TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TV.

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai

dengan sub rincian objek

d. Bendahara Pengeluarari/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK­

SKPD.

e. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)

bulan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran J
Pembantu menyetorkan sisa TU ke Rekening Kas Umum '\

Daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TV

dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)

bulan; dan/ atau

131



2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari

yang telah ditetapkan sebehmmya akibat peristiwa di

luar kendali PA/KPA.

4. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran LS

Gaji dan Tunjangan

• PPrK menyiapkan rekapituJasi daftar gaji dan tunjangan

sebagai dokumen Pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji

dan Tunjangan.

• Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

a. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh

pejabat sesuai kewenangan;

h. Salinan dokurnen pendukung perubahan data pegawai

yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

meliputi:

1) gaji induk;

2) gaji susulan;

3) kekurangan gaji;

4) gaji terusan;

5) SK CPNS;

6) SK PNS;

7) SK kenaikan pangkat;

8) SKjabatan;

9) kenaikan gaji berkala;

10) surat pemyataan peJantikan;

11) surat pemyataan melaksanakan tugas;

12) daftar keluarga (KP4);

13) fotokopi surat nikah;

14) fotokopi akte kelahiran;

15) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)

gaJl;

16) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

17) surat pindah; dan
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18) surat kematian; Kelengkapan dokumen di atas

disesuaikan dengan peruntukannya.

• Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan

dokumen pendukung, Bendahara Penge1uaran memverifikasi

rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara

lain:

a. Meneliti dokumen DPAuntuk memastikan bahwa belanja

gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi

sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana

untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan

telah disediakan;

c. Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

• Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gap dan

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA

melalui PPK-SKPD.

5. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran LS

Pengadaan Barang dan Jasa

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu

kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen

pengadaan yang dimaksud antara lain:

a. dokumen kontrak;

b. berita acara pemeriksaan;

c. berita acara kemajuan pekerjaan;

d. berita acara penyelesaian pekerjaan;

e. berita acara serah terima barang dan jasa;

f. berita acara pembayaran;

g. Kwitansi bermaterai, Nota/Faktur yang telah di

tandatangani pihak ketiga dan PPfK serta disetujui oleh

PA/KPA;
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h. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuanj penyelesaian

pekerjaan:

1. surat jarninan bank;

J. surat referensi/keterangan bank;

k. jaminan pembayaran dari bank yang sarna dengan bank

RKUD;

1. surat pernyataan kesanggupan dari pihak Iainyrekanan

untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai

dengan berakhir masa kontrak;

m. dokumen lain yang dipcrsyarntkan untuk kontrak­

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan pinjaman /hibah Iuar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan

dengan kebutuhan berdasarkan JenIS atau sifat

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

n. Lampiran lain yang diperlukan.

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa

dengan langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana

untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan

diajukan telah disediakan;

b. Meneliti dokumen DPAuntuk memastikan bahwa belanja

pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak

melebihi sisa anggaran;

c. Meneliti. kelengkapan dan validitas perhitungan alas

tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),

dan dokumen pengadaan barang dan jasa. i
• Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

PengeluaranjBendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan

Jasa yang didokumentasikan daJam SPP-LS Pengadaan

Barang dan Jasa.
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• Bendahara PengeluaranjBendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilampiri dengan

kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PAjKPA

melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD, paling lambat 3 (tiga) hari

sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

• Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing

untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik

kepadaPPrK

6. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran LS

Kepada Pihak Ketiga Lainnya

• Bendahara PengeluaranjBendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan

mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung

lainnya, antara lainuntuk pembayaran:

a. hibah berupa uang;

b. bantuan sosial berupa uang;

c. bantuan keuangan;

d. subsidi;

e. bagi hasil

f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebilian

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran

sebelumnya;

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan,

dan rekomendasi APIPdanlatau rekomendasi BPK.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung

•

berdasarkan keputusan Bupati danjatau dokumen

pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran.

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga
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lainnya seSU81 dengan ketentuan peraturan

perundangundangan dengan langkab antara lain:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan

diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana

untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

akan diajukan telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan

berdasarkan keputusan Bupati danIatau dokumen

pendukung lainnya.

• Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang

didokumentasikan dalam SPP-LSkepada Pihak Ketiga lainnya.

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak

ketiga lainnya kepada PA/KPA melalui PPKSKPD/PPK-Unit

SKPD, disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan

jenis pengajuannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengajuan Permintaan

Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang

terdiri atas:

a. Ringkasan SPP-LS.

b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai

dengan sub rincian objek

c. Lampiran lain sesuai dengan kentuan peraturan

perundang-undangan
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BAB IV.16

SISTEM DAN PROSEDUR

PERINTAHMEMBAYAR

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 147 dan Pasal 148

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRWSIPROSEDUR

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan

proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai

pengakuan belanja terse but.

Perintah pembayaran diajukan oleh PA/KPA kepada Kuasa BUD dan

didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPDjPPK­

Unit SKPD, setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan pengajuan pembayaran. Jenis SPM terdiri atas:

1. SPM-UP

2. SPM-GU

3. SPM-TU

4. SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5. SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6. SPM-LS Pihak ketiga lainnya

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir dan dalam setiap
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penerbitan SPM, PPK-SKPDjPPK Unit SKPD melakukan pencatatan

pada register SPM.

Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses perintah membayar adalah sebagai

berikut:

1. PPK SKPDIPPK Unit SKPD

a. melakukan verifikasi SPP-UPjGUjTUjLS

h. m_enyiapkan rancangan Perintah Membayar UPIGU

2. Pengguna Anggaranj Kuasa Pengguna Anggaran

a. menandatangani dan menerbitkan SPM-UP/GU/TU

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

PI m & =
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GU
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ru
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Meoerbitbo SPM­
LS

1. Pengguna Anggaran Menerbitkan SPM-UP

• PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP-UP yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran, dengan cara meneliti kesesuaian

besaran UP dengan SK Bupati

• Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD

menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang

didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran.

• PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapi:

a. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b. Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD.
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2. Pengguna Anggaran Menerbitkan SPM-GU

• PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ

Penggunaan UP beserta bukti- bukti transaksinya yang

diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak: melebibi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti

transaksi dan dokumen perpajakan terkait.

d. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,

LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

• PPK-SKPD meminta perbaikan danjatau penyempurnaan

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari

sejak diterimanya SPP-GU, apabila didapatkan

ketidaklengkapan dan! atau ketidakabsahan dan! atau

ketidaksesuaian.

• Dalam hal basil verifikasi dinyatakan Jengkap dan sah, PPK

SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran.

• Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM­

GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa

BUD, dengan dilengkapi:

a. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen; dan

c. Surat pernyataan kelengkapan dokumen GU.

3. Pengguna Anggaran Menerbitkan SPM-TU

• Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-
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Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai

berikut:

a. Meneliti dokumen DPAuntuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan

pengajuan perrnintaan Perintah Membayar TU.

• PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan darr/atau

penyempumaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-TU, apabila didapatkan ketidaklengkapan

dan/ atau ketidakabsahan dan/ atau ketidaksesuaian.

• Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah

Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU

untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

• PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPDjPPK-Unit SKPD

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

c. Surat pernyataan kelengkapan dokumen LS

4. Pengguna:Anggaran Menerbitkan SPM-LS

• Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK­

SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah

berupa:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
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c.

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;

Meneliti kelengkapan dokumen

pengajuannya berdasarkan

sesuai dengan jenis

ketentuan peraturan

perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam

dokumentasi eli sistem.

d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS

dengan dokumen pendukungnya

• PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaika.n dan/atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaranj Bendahara

Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-LS, apabila didapatkan ketidaklengkapan

dan Iatau ketidakabsaban danl atau ketidaksesuaian.

• Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah

Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS

untuk: ditandatangani oleh PA/KPA

• PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PAjKPA;dan

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

• Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP

yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file '"

kepada Kuasa BUD.
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E. KONDISIKHUSUS

1. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan

dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.



2. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang

diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

\
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BAB IV.17

SISTEM DAN PROSEDUR

PERINTAHPENCAIRANDANA

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintab (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 149

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V-

Pelaksanaan dan Penatausabaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tabun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank

operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan

tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM yang

diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAKTERKAIT '\.J
Pihak yang terkait dengan proses perintah pencairan dana adalah "

sebagai berikut:

1. KuasaBUD

a. Melakukan verifikasi SPM-UP/GUjTUjLS

b. Menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan

dalam SP2D
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D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

KmMBUD:a_ __ SPM 1

1. Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM

• Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat

Pernyataan Verifikasi PPK-SKPDjPPK-Unit SKPD dan Surat

Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PAjKPA,. Kuasa BUD

me1akukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;

h. Meneliti dokumen SPD untuk: memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;

c. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang

menjadi persyaratan pengajuan SPM;

d. Menguji kebenarnn perhitungan tagihan atas Behan

APBDyang tercantum dalam perintah pembayaran.

• Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan Iatau ketidaklengkapan

dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan

dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terbitung sejak

diterimanya SPM.

2. Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana (SP2D)

• Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang

didokumentasikan daJam SP2D,. dalam hal proses verifikasi

dinyatakan lengkap.

• Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA

darr/atau KPAapabila: ~

a Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak PAjKPA;

b. Tidak dilengkapi Sural Pemyataan Verifikasi PPK­

SKPDjPPK Unit SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen;
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c. Tidak dilengkapi surat pernyataan kelengkapan dokumen

LS yang di tandatangani oleh PA/KPA;

d. Belanja terse but me1ebihi sisa anggaran dan/ atau dana

tidak tersedia; dan

e. Dokumen pendukung lainnya tidak lengkap.

• Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank: dengan

memuat informasi ten tang:

a. Baki Rekening yang akan dicairkan

b. Jumlah total dana RKUDyang dicairkan

c. Tujuan pembayarnn dari jumlah total tersebut yang

terinci menjadi:

1) Pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga

penyedia barang/ jasa

2) Potongan yang bersifat transit oris J
Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD ~•
dengan Bank., harus dipastikan inforrnasi yang dipersyaratkan

dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua

belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital

pada sistem masing-masing.

145



BAB IV.I8

SISTEM DAN PROSEDUR

PEMBUKUANBENDAHARAPENGELUARAN

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah V -

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,

Bendahara PengeluaranJBendahara Pengeluamn Pembantu

menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

2. Buku Pembantu Bank

3. Buku Pembantu Kas Tunai

4. Buku Pembantu Pajak

5. Buku Pembantu Panjar

6. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bcrsumber pada data, antara lain:

1. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

2. SPPUP/GU/TU/LS

3. SPM UP/GU/TU/LS

4. SP2D

5. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang­

undangan
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Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluararr/Bendahara

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pembukuan bendahara pengeluaran

adalah sebagai berikut:

L Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. membukukan atas berbagai transaksi

b. menutup BKU setiap bulan

c. membuat berita acara pemeriksaan kas

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melakukan pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan

• Penerimaan Uang Persediaan Bendahara

PengeluaranJBendahara Pengeluaran Pembantu membukukan

penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2DUP/SP2D­

GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas

Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank

di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada

SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

• Pelimpahan Uang Persediaan Pelimpahan sebagian UP kepada

Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di SISI

pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di SIS].

pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

• Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara

Pengeluararr/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan

pergeseran UPIGUITU yang terdapat di bank ke kas tunai,
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dilakukan pencatatan pada BKU SISI pengeluaran dan

penerimaan, pada Buku Pembantu Bank eli sisi pengeluaran,

dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai

dengan jumlah UP/ GUITU yang digeser.

• Pembayaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaran yang

dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendaharn Pengeluaran

Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan

PPfK secara tunaij non tunai, dilakukan pembukuan dengan

mencatat pada BKUdi sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu

Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan

pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pad a kolom

UPIGU/TU sejumlah nilai belanja bruto,

• Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana

PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang

sah, Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran

Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang

yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran,

pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku

Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

• Pertanggungjawaban Uang Panjar Berdasarkan

pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan

uang panjar, Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di

buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.

a. Dalam hal terdapat pengembaJian kelebihan uang panjar

dari PPTK, Bendahara PengeluaranfBendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di Buk:u Pembantu J
Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi"

penerimaan sebesar yang dikembalikan.

b. Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya
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mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu

Kas Tunai pada SISI pengeluaran sebesar yang

dibayarkan.

• Belanja melalui LS Bendahara PengeluaranfBendahara

Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan

pembayarnn belanja me1alui LS dengan melakukan pencatatan

pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada

tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub

Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah

belanja bruto,

• Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a. Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara

Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat

pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu

Pajak di sisi penerimaan.

b. Pada saat penyetoran Ire Rekening Kas Negara,

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan

Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

2. Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran Pembantu

Menutup BKU ~

• Bendahara PengeluaranjBendabarn Pengeluaran Pembantu

menutup Buku Kas Umum pada setiap akhir bulan, dengan

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaranj'Bendahara

Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU

dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.
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BAB IV.19

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYAMPAIAN

PENGELUARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 153

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab V - .

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRWSIPROSEDUR

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya.

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban

pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal

31 Desember.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional

dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PAl KPA.
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Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran

dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban

ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penyampman Iaporan

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

1. Bendabara Pengeluaran Pembantu

a. menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

b. menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran

2. Bendahara Pengeluaran

a. menyiapkan LPJ penggunaan UP/TU

b. menyampaikan LPJ penggunaan UPITU kepada PA melalui

PPKSKPD

c. melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu

d. menyampaikan LPJ administratif UPITU kepada PA melalui

PPK SKPD

e. menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD

selaku Kuasa BUD

3. PPKSKPD

a. melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU

h. melakukan verifikasi terhadap LPJ administrative

c. mengajukan penandatanganan dan persetujuan LPJ

Bendahara seeara administratif kepada Pengguna Anggarnn

PPKDselaku BUD4.

a. melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ

Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

Rca' L '" '. -an" ' • )1"'-"'-~' [E:-~ 1 [~l

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu Menyusun Laporan

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

• Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan

Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan

penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP

disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa

LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang

lengkap dan sah.

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara

Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara

Pengeluaran.

• Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang

dikelolanya telah habisj selesai digunakan untuk \.~

mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada '\

waktu yang ditentukan sejak TIl diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan

kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa

LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap

dan sah.
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c. PK-SKPDjPPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap

LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

• Lapaoran Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya, dilampiri:

a. BKU;dan

b. Laporan penutupan kas.

a. PPK-SKPDjPPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap

LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk: mendapatkan

persetujuan.

2. Bendahara Pengeluaran Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran meliputi:

• Pertanggrmgjawaban Penggunaan UP

a. Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ penggunaan UP

pada setiap pengajuan GU.

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan UP kepada Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPDsebagai lampiran pengajuan

SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan

sah.

c. Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan

secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU),

sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak

diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan

•
penyetoran sisa dana UPke RKUD

Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a. Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU

setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk

mendanai suatu sub kegiatan. danj'atau telah sampat

pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
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b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan

TU kepada PA me1alui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti­

bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana

untuk belanja terkait telah disediakan.

2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran,

3) Meneliti keabsahan bukti belanja.

3. Bendahara MenyampaikanLPJ Administratif

• Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara

serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara

Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah

anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif

danJatau per kegiatan yang dilampiri:

a. BKU;

b. Laporan Penutupan Kas;

c. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

• Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara

kepada PA melalui PPK-SKPDpaling lambat tanggallO bulan

berikutnya dan pada bulan terakhir tahun anggaran

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan

wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

4. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran

• PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif j
dengan langkah-Iangkah sebagai berikut: "-

a. Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja

yang terdokumentasikan dalam buku atau Iaporan terkait

b. Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan

dalam buku atau laporan terkait
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C. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap

proses belanja dan pengeluaran kas

• PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan

LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna

Anggaran, dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan

lengkap. Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD

menemukan ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan,

maka PPK SKPD meminta perbaikan danj atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.

• Pengguna Anggarnn menandatangani LPJ Bendahara yang

sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

5. Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ Fungsional

• Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran, Bendabara Pengeluaran menyampaikan

pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa

BUD untuk ditandatangani setelah mendapat persetujuan PA.

• Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan

konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,

dilampiri:

• Laporan penutupan kas; dan

• LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

• Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban

fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan

pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling i.
lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti

setoran sisa UP.

• PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan

menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk

persetujuan.
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BABIV.20

SISTEM DAN PROSEDUR

PEMBIAYAANDAERAH

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal154 sampai dengan Pasal158

2. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerab (Lampiran), Bah V-

Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk

menutup defisit atau untuk rnernanfaatkan surplus. Pernbiayaan

adalab setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan!atau

pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran

berkenaan rnaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pernbiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan ..Pembiayaan. daerah dirinci menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelornpok, jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah

dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan

BLUD.

Proses penatausahaan pernbiayaan rnernuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara ""

elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pennintaan pemhayaran adalah

sebagai berikut:
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1. PPKD

a. Menyiapkanj menginput data rincian penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan

b. Menyiapkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2)

c. Mengotorisasi SPM LS Pihak Ketiga Lainnya

2. Bendahara Pengeluaran SKPKD

a. menyiapkan SPP LS Pihak Ketiga Lainnya

3. KuasaBUD

a. Menerima dana penerimaan pembiayaan

b. Menyiapkan bukti penerimaan pemhiayaan

c. Menerbitkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

4. Bupati

a. Mengotorisasi rencana pencairan aset keuangan

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Pencairan Dana Cadangan

• PPKD melakukan analisa pencarran aset keuangan

berupa dana cadangan. Kemudian PPKD menyiapkan

rencana pencairan dan mengajukan kepada Bupati untuk

mendapatkan persetujuan.

• Bupati melakukan otorisasi atas rencana pencarran

tersebut.

• PPKDmenyiapkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2)

untuk memindahbukukan dana dari rekening Dana

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun

anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan sesuai

dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan '-l
bersangkutan.

• Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai

dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan
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dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan

risiko rendah,

• Penerimaan hasil bunga/jasa giro/Imbal

hasil/dividen/keuntungan (capital gain] atas rekening

dana cadangan dan Iatau penempatan dalam portofolio

dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan ash daerah

yang sah.

b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

• PPKD melakukan input data rencana penenmaan

pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

• Kuasa BUD mencatat peneri:maan pembiayaan tersebut

berdasarkan bukti penerimaan yang sah. Bukti

penerimaan antara lain seperti dolrumen le1ang, akta jual

beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

• Kuasa BUD menyusun tanda bukti penerimaan.

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

• PPKD melakukan input data rencana penenmaan

pmjaman daerah. Penerimaan pmjaman daerah

didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari pemerintah

pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank,

lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah adalah

penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan ..I
diterima pada tahun anggaran berkenaan. "

• Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan terse but

berdasarkan bukti peneri:maan yang sah.

• Kuasa BUDmenyusun tanda bukti penerimaan.

d. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
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• PPKDmelakukan input data rencana penerimaan kembali

pemberian pinjaman daerah pada tahun anggaran

berkenaan.

• Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan tersebut

berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

• Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang

yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan

sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian

trtang/ obligasi daerah.

• Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan

pembebanan melalui RKUD

• Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok

utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat

oleh Kuasa BUDpada sisi pengeluaran

b. Penyertaan modal daerah

• Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang mempakan

bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha

dengan mendapat hak kepemilikan.

• Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik

daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik

daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal Zsaham daerah pada badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau

•
badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam

bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan

berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
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2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

• Pembukuan atas pemindahbukuan dan

pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah

menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan

c. Pembentukan dana cadangan

• Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada

rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank

Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito

dan Iatau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko

rendah.

• Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas

pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah

mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai

Lain-lain PADYang Sah.

• Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk: mendanai

kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub

Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang

telah ditetapkan.

• Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan

satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target

capaian sasaran. yang telah ditetapkan. Penyertaan modal

pemerintah daerah pada badan usaha milik.

negaraj'daerah danj'atau harlan usaha lainnya ditetapkan

dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal

d. Pemberian pinjaman daerah

• Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila

APBDdiperkirakan surplus

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian ~njaman \t
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan "'

jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian

pinjamanj pemberian utang

•
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BABV.1

SISTEM DAN PROSEDUR

LAPORANREALISASISEMESTER PERTAMAAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VI '

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan

disampaikan kepada DPRD paling lamb at pada akhir bulan Juli tahun

anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta

ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun

anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode

Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;

2. Belanja;

3. Transfer;

4. Surplus/Defisit-LRA;

5. Pembiayaan; dan
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6. Sisa lebib./kurang pembiayaan anggaran

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses laporan realisasi semester pertama

APBD adalah sebagai berikut:

1. PPKSKPD

a. menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD.

b. menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD kepada Kepala SKPD.

2. Kepala SKPD

a. memverifikasi dan menandatangani laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis SKPD.

h. menye:rahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD ke BUD.

3. BUD

a. memverifikasi dan menggabungkan laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis seluruh SKPD.

b. menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis pemerintah daerah ke Sekretaris Daerah,

4. Sekretaris Daerah

a. menyetujui laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis pemerintah daerah dan menyerahkan ke Bupati

5. Bupati

a. menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosrs pemerintah daerah dan menyampaikan kepada

DPRD
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
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1. PPK SKPDMenyiapkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

dan Prognosis SKPD

• Laporan realisasi semester pertama APBDdan prognosis SKPD

disusun dengan cara:

a. Menggabungkan

pengeluaran laporan

nilai realisasi penenmaan

pertanggungjawabandalam

dan

penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan

belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

b. Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis

belanja hasil penggabungan terse but dimasukkan ke

dalam format laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester

pertama.

c. Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara

anggaran dan penerimaan

Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah

dengan nilai rencana perubahan anggaran.

• Setelah selesai disusun laporan realisasi semester pertama

d.

APBD dan prognosis SKPD diserahkan kepada Kepala SKPD

selaku PAuntuk ditandatangani.
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2. Kepala SKPD selaku PA Menandatangani Laporan Realisasi

Semester Pertama APBD Dan Prognosis SKPD

• Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti

ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam

penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan

realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang

diserahkan oleh PPK SKPD.

• Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD

selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis SKPD.

• Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

yang telah ditandatangani disampaikan kepada PPKD selaku

BUD paling lamb at 10 hari setelah semester pertama berakhir.

3. BUD Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan

Prognosis Pemerintah Daerah

• BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti

kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPDdengan:

a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

h. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD

yang ada di BUD.

• Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuar, BUD

menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD menjadi Iaporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu

kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah basil penggabungan tersebut disampaikan

•

kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

4. Sekretaris Daerah Menyampaikan Laporan Realisasi Semester

Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah Kepada Bupati
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• Sekretaris Daerah menyetujui draft Laporan Realisasi

Semester Pertama APBDdan Prognosis Pemerintah Daerah

• Setelah disetujui draft Laporan Realisasi Semester Pertama

APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah disampaikan kepada

Bupati untuk ditandatangani.

5. Bupati Menandatangani Laporan Rea1isasi Semester Pertama

APBDdan Prognosis Pemerintah Daerah

• Bupati menandatangani draft Laporan Realisasi Semester

Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah paling '{

Iambat minggu ketiga bulan Juli.

• Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani disampaikan ke

DPRDoleh Bupati paling lambat akhir bulan Juli.
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BABV.2

SISTEM DAN PROSEDUR

PERUBAHANKUADANPERUBAHANPPAS

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUA ke dalam rancangan perubaban KUA serta perubahan

PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Perkembangan yang tidak: sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa

terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;

danj'atau

3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUAyang ditetapkan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1. program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk

ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan'

sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

2. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang

harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA

tidak tercapai; dan
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3. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang

hams ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui

asumsi KUA

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses perubahan KUA dan perubahan

PPASadalah sebagai berikut:

1. TAPD

a. menyiapkan seluruh lSI rancangan peru bah an KUA dan

perubahan PPAS

b. menyusun dan membahas rancangan perubahan KUA dan

perubahan PPAS

2. Bupati

a. menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS bersama TAPD dan menyampaikan kepada

DPRD

b. melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS bersama DPRD

c. melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil

pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyusun rnncangan perubahan KUA dan ranca:ngan

perubahan PPAS .\

• Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS ,

disusun berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu

pada pedoman penyusunan APBDdiuraikan sebagai berikut:
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a. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA

menggunakan data dan mformasi terkait kebijakan

anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.

b. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS

menggunakan data dan informasi terkait program

priorit.a.s beserta mdikator kinerja dan indikasi

pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

• Rancangan perubahan KUAdan rancangan perubahan PPAS

yang telah disusun disampaikan Bupati kepada DPRD.

2. Bupati dan DPRDmembahas Rancangan Perubahan KUA& PPAS

• Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan

perubahan KUAdan rancangan perubahan PPAS.

• Berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA I
dan rancangan perubahan PPAS Bupati dan DPRD melakukan \

penyepakatan bersama yang dituangkan dalam nota

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan

perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati

dengan pimpinan DPRD.
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BABV.3

SISTEMDAN PROSEDUR

PERGESERANANGGARAN

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 163 dan Pasal 164

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran),. Bab VI I

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBDdan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pergeseran anggaran adalah perubahan dan Iatau pergeseran

anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD),

baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan.

Pergeseran anggaran melalui DPA SKID disiapkan oleh PA/KPA untuk

mendapat persetujuan dari Sekretaris Daernh dan disahkan oleh

PPKD.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pergeseran anggaran adalah sebagai

berikut:

1. PA/KPA

a. Menyiapkan perubahan DPASKPD

2. Sekda

a. Menyetujui perubahan DPA SKPD

3. PPKD

a. Mensahkan perubahan DPASKPD
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Ketentuan Umum Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran

anggaran

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,

dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek

dan Iatau sub rincian objek.

2. TAPDmengidentifikasi perubahan perda APBD

• TAPD mengidentifikasi perubahan perda APHD yang

diperlukanjika pergeseran anggaran merubah perda APBD.

Pergeseran anggaran terdiri atas:

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan

APBD; dan

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD.

3. Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika

pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD

•

• Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

yaitu:

a. pergeseran antar organisasi;

h. pergeseran antar unit organisasi;

c. pergeseran antar program;

d. pergeseran antar kegiatan,
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e. pergeseran antar sub kegiatan;

f. pergeseran antar kelompok;

g. pergeseran antar jenis.

• Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBDyaitu:

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama,

Pergeseran mi dapat dilakukan atas persetujuan

sekretaris daerah.

b. Pergeseran antar rincian objek dalarn objek yang sarna.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalarn rincian objek

yang sarna. Pergeseran ini dapat dilakukan atas

persetujuan PPKD.

d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian

objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna

Anggaran.

4. Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran menyiapkan

perubahan DPA SKPD

• Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran menyiapkan

perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran

anggaran

• Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan

perubahan DPASKPD.

• Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat

dilakukan tanpa melakukan perubahan Pcrkada penjabaran

APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan,

pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada

perubahan penjabaran APBD.

• Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD yang dilakukan setelah peru bah an APBD ditarnpung

dalam laporan realisasi anggaran

---------------- ------
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•

• Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum

perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu

terse but dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan

prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

• Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,

pergeseranj perubahan anggaran ditampung dalam Perda

perubahan APBD. Jika pergeseran terse but dilakukan setelah

perubahan APBD, dilaporkan da1am Laporan Realisasi

Anggaran.

Pergeseran anggaran di1akukan dengan menyusun perubahan

DPA SKPD. J
Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD \

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

•

• Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

5. PPKDmensahkan Perubahan DPASKPD

Pembaban DPA SKPD disahkan oleh PPKD setelah sebelumnya

disetujui oleh Sekretaris Daerah.

172



BABV.4

SISTEM DAN PROSEDUR

PENDANAANKEADAANDARURAT

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 166

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia

anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk

keperluan mendesak dilakukan setelah peru bah an APBD atau dalam

hal pemerintah daerah tidak melakukan perubaban APBD maka

pengeluaran terse but disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran

APBD.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pendanaan keadaan darurat adaJah

sebagai berikut:

1. KepalaSKPD

a. mengajukan rencana kebutuhan belanja darurat

2. PPKD selaku BUD

a. menyetujui rencana kebutuhan belanja darurat
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Kepala SKPDmengajukan rencana kebutuhan belanja darurat

• Tata cam pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga

untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan

memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan

keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja

tidak terduga.

• Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

dan tidak dapat diprediksikanpemerintah daerah

sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

•

dan

d. emiliki dampak yang signifikan terhadap anggarnn dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan

darurat.

Selain keadaan darurat termasuk pula belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia da1am tahun anggaran

berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

174



2. PPKD selaku BUD rnensahkan rencana kebutuhan belanja

darurat

• Pendanaan keadaan darurat yang belurn tersedia anggarannya

dapat menggunakan belanja tidak terduga.

• Dalarn hal belanja tidak terduga tidak rnencukupi dapat

dilakukan dengan cam:

a. rnenggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian

target kinerja program dan kegiatan lainnya da1am tahun

anggaran berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia,

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan

•

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.

• Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan difonnulasikan

terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan

tanggap darurat bencana.
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BAB V.S

SISTEM DAN PROSEDUR

PENDANAANKEADAANLUARBIASA

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang ]

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 167 dan Pasal168

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi

penerimaan danjatau pengeluaran da1am APBD mengalami kenaikan

atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase

ini merupakan seliaih kenaikan atau penurunan antara pendapatan

dan belanja dalam APBD.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang t:erkait dengan proses pendanaan keadaan luar biasa (

adalah sebagai berikut:

1. Kepa1a SKPD

a. menyusun perubahan RKA-SKPD

b. menyusun ulang capaian target kinerja dan program kegiatan

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN
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1. Kepala SKPDmenyusun perubahan RKA-SKPD

• Penambahan sub kegiatan bam diformulasikan terlebih

dahulu dalam RKA-SKPD.

• Penjadwalan ulang danj'atau peningkatan capaian target

kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam perubahan DPA-8KPD.

• RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai

dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua

APBD.

• Dalam hal keadaan mar biasa yang menyebabkan estimasi

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari

SOOIb(lima puluh persen] dapat dilakukan penjadwalan ulang

danz atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran

berkenaan.

• Penjadwalan ulang dan Iatau pengurnngan capaian sasaran

kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

• Perubahan DPA-SKPDdigunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Perna tentang perubahan kedua APBD.

• Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi

penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan Iebih dari 500/a.

(lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub

kegiatan bam dau/atau peningkatan capaian sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran

berkenaan

• Perubahan APBDhanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun anggaran, kecuali da]am keadaan luar biasa.

• Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar

biasa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB V.6

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYUSUNANPERUBAHANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 169 sampai Pasal 176

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Tekni.s Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bah VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Penysunan perubahan APBD dilakukan dengan beberapa tahapan,

yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS

2. Penyusunan Perubahan RKA SKPD

3. Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD

4. Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubaban

APBD

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penyusunan perubahan APBD

adalah sebagai berikut:

TAPD .j
a. menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA dan "

perubahan PPAS

2. Bupati
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b. menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPASkepada DPRD

c. melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS bersama DPRD

d. menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan

perubahan PPAS dengan pimpinan DPRD

e. menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

f. menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan RKA-SKPD

3. KepalaSKPD

a menyusun perubahan RKA-SKPD

b. menyampaikan perubahan RKA-SKPDkepada PPKD

4. PPKD

a. melakukan verifikasiatas perubahan RKA-SKPD

b. menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

c. menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD

dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada

Bupati

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

Bup.ui I11cnYUSUll

rancangan pcruhahan
1, L'. \ dan rancangan

pcrubuhan I'P.\S

Bupati menerhirkan
Surat Edaran renraug
Pcdoman Pcnvusuuan

Pcruhahan RK: \-SKPD

Kopala SKPD
mclak ukan perubahan

DP.\ SKPD

PPI(D mcnvusun
rancangan P~~rkada
rcnrang pcnjabamn
pcruhahan .\PHD

PP1-(D meuvusun
rancungan PCflia rcutang

perubahau /\1'13D
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1. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS

• Bupati menyusun rancangan perubahan KUAdan rancangan

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan

langkah sebagai berikut:

a. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan pembahan KUA

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan

anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD;

b. TAPDmenyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS

menggunakan data dan informasi terkait program

prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi

pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

• Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD paling lambat

minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran

berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara

Bupati dan DPRD.

• Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan

perubahan KUAdan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan

tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS.

• Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS.

• Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA

dan rancangan pembahan PPAS dituangkan dalam nota.1
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan '\.

perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati

dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling

lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran

berkenaan.
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• Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati

Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat

daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

• Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada

perangkat daerah disertai dengan:

a. program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b. kriteria DPA-SKPDyang dapat diubah;

c. hatas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan

DPA-SKPDkepada PPKD;darr/ntau

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening

perubahan APBD, format RKA-SKPD,format Perubahan

DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga

satuan dan RKBMDserta dokumen lain yang dibutuhkan

• Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan

Agustus tahun anggaran berkenaan.

• Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati

menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPASkepada DPRD, menandatangani kesepakatan

terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

• Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati

mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan

rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap

rancangan perubahan KUAdan rancangan perubahan PPAS

serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUAdan ,

nota kesepakatan perubahan PPAS.

• Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau

sementara , pejabat pengganti Bupati menyampaikan
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rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

kepada DPRD~ sedangkan penandatanganan kesepakatan

terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang, selaku

tugas/penjabat/ penjabat sementara Bupati .

• Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara

pelaksana

dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan

DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubaban PPAS serta

menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota

kesepakatan perubahan PPAS.

2. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan RKA-SKPD

• Berdasarkan perubahan KUAdan perubahan PPAS yang telah

disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD~ TAPD

menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

• TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPDke Bupati untuk

diotorisasi.

• Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala

SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD ~~

Surat edaran Bupati paling sedikit memuat: \.

a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan

dan sub kegiatan yang terkait;

b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,

kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c. hatas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan

Perubahan DPA-SKPDkepada PPKD;dan

•
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d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,

perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA­

SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar

belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman

penyusunan APBD.

• Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD

dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu

ketiga bulan Agustus tahun anggarnn berjalan.

3. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD

• Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan

perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

• Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai

bahan penyusunan rnncangan Perda tentang perubahan APBD

sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam

Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang

ditetapkan setiap tahun.

• Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPDber1aku

secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD

pada perubahan APBD.

RKA-SKPDmemuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru

yang akan dianggarkan dalam pembahan APBD yang telah

disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD

untuk diverifikasi.

• Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

antara perubahan RKA-SKPDdengan:

•

a. perubahan KUAdan peru bah an PPAS;

b. prakiraan maju yang telah disetujui;

c. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja;

f. analisis standar belanja

g. standar harga satuan;
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h. standar kebutuhan BMD;

1. RKBMD;

J. Standar Pelayanan Minimal; dan

k. program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

• Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,

kepala SKPD melakukan penyempumaan.

• Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPDjuga direviu oleh aparat

pengawas 'internal pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. PPKDmenyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD

• PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD

dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD

yang telah disempumakan oleh kepala SKPD.

• Rancangan Perna tentang Perubahan APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi memrrut

kelompok dan jerus pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menu rut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

akun, kelompok, jerns pendapatan, belanja, dan

pembiayaan.

d. rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD

yang disajikan berdasarkan kebutuhan infonnasi antara

lain:

1) rekapitulasi pembahan belanja dan kesesuaian

menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, "

program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target

dan indikator;

2) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
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daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

3) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan

SPM;

4) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

Rancangan Perubahan APBD;

5) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada RKPDdan PPAS dengan Rancangan Perubahan

APBD;

6) smkronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah.

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan inforrnasi

pada Perda Perubahan APBDantara lain:

1) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

2) daftar piutang daerah;

3) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;

4) daftar perkiraan penambaban dan pengurangan aset

tetap daerah dan aset lain-lain;

5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

6) daftar dana cadangan

7) daftar pinjaman daerah.

• Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah

disusun oleh PPKDdisampaikan kepada Bupati.

5. PPKD menyusun rancangan Perkada ten tang penjabaran

perubaban APBD

• Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

memuat lampiran sebagai berikut: J
a. ringkasan perubahan penjabaran APBDyang diklasifikasi "

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan

sub rincian objek, pendapatan, be1anja, dan pembiayaan;

b. perubahan penjabaran APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

185



kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan

sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan

penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan

informasi antara lain:

1) daftar nama penernna, alamat penenma, dan

besaran hibah;

daftar nama penenma, alamat penenma, dan

besaran bantuan sosial;

2)

3) daftar nama penernna, alamat penernna, dan

besaran bantuan keuangan bersifat umum dan

bersifat khusus;

4) daftar nama penerima, alamat penerima, dan

besaran belanja bagi basil

5) rincian dana otonomi khusus menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian

objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

6) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alamftambahan DBH-Minyak

dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

7) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi pada \

daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang

perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang

perubahan penjabaran APBD dengan program

prioritas perbatasan Negara.

d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi

pada Perkada perubahan penjabaran APBD.
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• Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD

disertai penjelasan.

• Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar

hukum pendapatan.

• Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus

dan!atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber

pendanaan sub kegiatan.

• Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok

penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan

untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

• Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

yang te1ah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

6. Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD

• Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD, meliputi:

a. DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan

dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

b. Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan

dalam perubahan DPA-SKPD.

c. Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja,

kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, be1anja,

dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan

maupun sete1ah perubahan.
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BAB V.7

SISTEM DANPROSEDUR

PENETAPANPERUBAHANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 dan Pasal 178

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bab VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSIPROSEDUR

Penetapan perubahan APBD dilakukan oleh Bupati bersama dengan

DPRD, dengan sehelumnya melalrukan pembabasan dan

menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD.

Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat

mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dolrumen yang di1akukan secara elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penetapan perubahan APBD adalah

sebagai berikut:

1. Bupati

a. menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD

kepadaDPRD

b. melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan

APBDbersama DPRD

c. menandatangani persetujuan bersama ten tang perubahan

APBD
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D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

1. Bupati menyampaikan rnncangan Perna tentang pe:n:lbahanAPBD

kepadaDPRD

• Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan

APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen

pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan

September tahun anggaran berkenaan.

• Bupati menyampaikan rnncangan Perda tentang perubahan

APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada

DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama.

2. Bupati melakukan pembahasan raneangan Perda tentang

perubahan APBDbersama DPRD

• Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD

dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD, setelah Bupati

menyampaikan rancangan Perna tentang perubahan APBD

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan

k.etentuan peraturan perundang-undangan.

• Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda

tentang perubaban APBD dengan berpedoman kepada

perubahan RKPD,perubahan KUA,dan perubahan PPAS.

• Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan

APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan \.

dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

• Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD

dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan

DPRDyang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
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BAB V.8

SISTEM DAN PROSEDUR

PERSETUJUAN RANCANGANPERDA PERUBAHANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 179

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran),. Bab VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan

APBD, Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama untuk

menetapkan Perda tentang perubahan APBD. Penetapan rancangan

Penta tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses persetujuan

perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Bupati

a. melakukan persetujuan bersama dengan DPRD berdasarkan

basil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD

rancangan Perda t

b. menetapkan Perda tentang perubahan APBD

D. LANGKAHTEKNIS PELAKSANAAN

l ~~n:6= 1
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1. Bupati melakukan persetujuan bersama dengan DPRD

• Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda ten tang

perubahan APBD.

• Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil

keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda

tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran

yang telah dianggarkan da]am APBD tahun anggaran

berkenaan.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang \

perubahan APBDdilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling ':

•

lambat 3 [tiga] bulan sebelum tahun anggaran berkenaan

berakhir.

• Bupati menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDtahun sebelumnya.
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BAB V.9

SISTEM DAN PROSEDUR

EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN

PERKADAPENJABARANPERUBAHANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) NomoT 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 181 sampai dengan Pasal 184

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran], Bab VI

- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada

tentang penjabaran perubahan APBD yang telah disetujui bersama

antara Bupati dan DPRD, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur,

untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda

tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan

APBD.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dapat

memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen \

yang dilak:ukan secara elektronik

C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses evaluasi :rancangan Perda perubahan

APBD dan rancangan Perkada penjabaran perubahan APBD adalah

sebagai berikut:
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1. Bupati

a. mengirimkan rancangan Perda tentang APBD beserta

rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada

Gubemur

b. melakukan penyempumaan rancangan Perda tentang APBD

beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai

hasil evaluasi

c. menetapkan Perda ten tang APBD dan Perkada tentang

Penjabaran APBDberdasarkan hasil penyempurnaan

D. LANGKAHTEKNIS PELAKASANAAN

[
Bupati meoindaklmjuti.basil evaluasi 1

'---~~

1. Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD

• Rancangan Perda tentang peru.bahan APBD yang telah

disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran

perubahan APBD disampaikan kepada Gubemur paling

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda

tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum

ditetapkan oleh Bupati

• Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan

perubahan RKPD, perubahan KU~ dan perubaban PPAS yang

disepakati antara Bupati dan DPRD.

• Bupati menerima hasi evaluasi yang ditetapkan dengan

keputusan Gubemur paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak rancangan Perna tentang' peru.bahan APBD

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

diterima Gubemur.
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2. Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi

• Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubemur dan ditetapkan

dengan keputusan Gubemur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh

Bupati dengan ketentuan tindaklanjut sebagai berikut:

a. Dalam hal keputusan Gubemur menyatakan hasil

evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rnncangan

Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Dalam hal Gubemur menyatakan hasil evaluasi

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APED

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,

perubahan RKPD, perubahan KUA,perubahan PPAS, dan

RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan

penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

hasil evaluasi diterima, dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Bupati melalui TAPDbersama dengan DPRD melalui

badan anggaran melakukan penyempumaan hasil

evaluasi.

2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan

Pimpinan DPRD mengenai basil penyempurnaan

untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna

berikutnya.

3) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau "

sementara dalam waktu yang bersamaan, yang

melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara

DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD

4) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan

mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur

paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
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5) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai

basil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan

Perda tentang APBD.

6, Dalam hal keputusan pimpman DPRD mengenai

hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai

dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima basil evaluasi

dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD

berdasarkan basilpenyempumaan.

7) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor

registrasi dari Gubcrnur.

E. KONDISI KHUSUS

1. Dalam hal basil evaluasi tidak ditindakJanjuti oleh Bupati dan

DPRD, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan

APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabamn

Perubahan APBDmenjadi Perkada.

2. Gubernur mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan dan!atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI.I

SISTEM DAN PROSEDUR

AKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal185 sampai dengan Pasal188

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VIII

- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daernh

2. SAPD

3. Bagan Ak:un Standar (BAS}untuk Daerah

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi

dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adaJah selumb SKPD dan

SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran \.

data, penggun.aan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

Elektronik

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pemerintah daerah adalab

sebagai berikut:
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1. PPK-SKPD

a. mencatat akuntansi berdasarkan data anggaran

b. mencatat akuntansi berdasarkan data yang dihasiIkan dari

proses pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan

data yang mempengaruhi asset, hutang dan ekuitas

c. melakukan klasifikasi transaksi yang telah dicatat.

2. Fungsi Akuntansi Elltitas Pelaperan

a. Mengidentifikasi jurnal penyesuaian

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

[~?J
1. PPK-SKPDMencatat Setiap Transaksi

• PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data

anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang

APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD7 dan DPA­

SKPD.

• PPK-SKPD mencatat alruntansi pendapatan-LRA dan

pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses

pelaksanaan pendapatan.

• PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban

berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan

belanja.

PPK-SKPDmencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data•
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas

berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengambi

aset, hutang, dan ekuitas terkait.

2. PPK-SKPDmelakukan klasifikasi atas transaksi

•
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3.

• PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang

sebelumnya telah dicatat, Dalam proses ini, PPK-SKPD

memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku.

• PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar

berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

• Pencatatan ini dapat dilalrukan secara elektronik dan

merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus

pengelolaan keuangan daerah, Pencatatan nu

didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan

secara elektronik.

Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentiflkasi jurnal

penyesuman

• Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal

penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi

dan/ atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.

• Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja

kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan

Keuangan Konsolidasi
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BAB VI.2

SISTEM DAN PROSEDUR

PELAPORANKEUANGANPEMERINTAHDAERAH

A. KERANGKAREGULASI

I. Peraturan Pemerintah (PP) Hornor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 dan Pasal 193

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bah vm
- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemermtah Daerah oleh

entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan

SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD

selaku PA sebagai entitas akuntansi, sedangkan Laporan keuangan

Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku

PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati

dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran

data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

c. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaporan keuangan pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:
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1. PPK-SKPD

a. menyusun laporan keuangan SKPD

b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada Pengguna

Anggaran

2. Pengguna Anggaran

a. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD dan

Bupati

3. Fungsi Akuntansi PPKD

a. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah

b. menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada

Bupati

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

[~-=-l
1. PPK-SKPDMenyusun Laperan Keuangan SKPD

• Laporan keuangan SKPDpaling sedikit meliputi:

Fuagsi Akum:msi PPKD
_; I~

Kc........ P.....,...;....a
DaeaIt

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan

• Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau

berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD

menyusun:

a. Neraca Saldo

b. Jurnal penyesuaian akhir periode
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c. Neraca Saldo setelah penyesuaian

d. Jumal penutupan

• PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas

kolom-kolom untuk penyanan neraca saldo, jurnal

penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian,

jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.

• Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD

menyusun:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Laporan Operasional (ill)

c. Neraca

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

• Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat,

PPK-SKPDmenyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

• PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah

disusun kepada Pengguna Anggaran.

2. Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD

• Pengguna Anggaran membuat Surat Pemyataan Kepa1a SKPD

yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi

pemerintahan, dan sesuai dengan peraruran perundang­

undangan.

• Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD

beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada saat yang

bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada \

PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

• Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui

PPKD paling 1ambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran

berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
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• Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi

Keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan

keuangan SKPD bulan an dan semesteran untuk disampaikan

kepada Kepala Daerah melalui PPKDsesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan

3. Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas dan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

• Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah

sebagai bagian dati Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas

Pelaporan.

• Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang

menyatakan pengeloJaan kas yang menjadi tanggung jawabnya

telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai

dengan peraturan perundang- undangan

4. Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Lapornn Keuangan

Pemerintah Daerah

• Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedik:it meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

• Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa

Laporan Realisasi Anggaran.

• Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Nemca
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• Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut

Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet)

dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKDsebagai alat

untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

• Fungsi Akuntan si memindahkan data pada Neraca Saldo

SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke daJam kertas kerja

konsolidasi.

• Fungsi Akuntansi membuat jumal penyesuaian konsolidasi

berupa jumal eliminasi untuk menghapus akun transitoris

yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut

merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak

mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.

• Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah

(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca

Saldo SKPKDserta jumal eliminasi.

• Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi

Akuntansi menyusun:

a. LaporanRealisasiAnggaran (LRA)Konsolidasi

b. Laporan Operasional (LO)Konsolidasi

c. Neraca Konsolidasi

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e. Laporan Perubahan SAL

f. Laporan Arus Kas

Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan

sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan

Akuntansi danj atau Standar Akuntansi Pemerintah.

PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah \

yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi

•

•

keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan

keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan
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kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati

• Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan

bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya i
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

• Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

kepada .Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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BAB VII. 1

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tabun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 194 dan Pasal 197

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab Vlll

- Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Rancangan Peraturan Daerah ten tang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD disusun oleh Bupati untuk disampaikan dan

dibahas bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Berdasarkan keputusan bersama tersebut Bupati menyiapkan

rancangan Peraturan Bupati ten tang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

c. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses penyusunan dan pembahasan

rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

adalab sebagai berikut:

1. Bupati

a. menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

h. memebahas Rancangan Peraturan Daernh tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama DPRD
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c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

d. menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan

dan dokumen pendukung kepada gubemur

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

Bupari menyampaikan rancangan Peraturan
D.terah

Bupati dan DPRD melakukan pcmbahasau
rancangan Peraturan Dacrah

1. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah

• Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen

pendukung disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

• Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDyang disampaikan dilampiri dengan:

a. Laporankeuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan

lapornn keuangan BUMO paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

b. Laporan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

APBD.

2. Bupati dan DPRD melalrukan pembahasan rancangan Peraturan

Daerah

• Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan oleh

Bupati dan DPRD \.

Hasil Pembahasan dituangkan dalam persetujuan bersama

yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling

lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

• Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Pemturan Daerah

•

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati

206



menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

E. KONDISI KHUSUS

Dalam. hal da'iam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

dari Bupati r DPRD tidak mengambil keputusan bcrsama dengan

Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan

menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDdengan langkah sebagai berikut:

1. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan

dokumen pendukung kepada gubemur sebagai wakil pemerintah

pusat paling lambat 7 (tujuh) bari sejak DPRD tidak mengambilJ
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan ,

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi

Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, setelah Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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BAB VII.2

SISTEM DAN PROSEDUR

EVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD & RANCANGAN

PERATURANBUPATI PEJABARAN PELAKSANAANAPBD

A. KERANGKAREGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 196

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 ten tang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VIII

- Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tirnur Nornor

1 Tahun 2022 ten tang PengeloJaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD & rancangan peraturan Bupati pejabaran

pelaksanaan APBD, dilaksanakan oleh Bupati dengan rnenyampaikan

rancangan peraturan daemb pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

& rancangan peraturan Bupati pejabaran pelaksanaan APBD kepada

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan

Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

serta penyam:paian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi

aliran data, penggunaan dan penyajian dokurnen yang dilakukan

secara elektronik.
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C. PIHAKTERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses evaluasi rancangan peraturan daerah

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & rancangan peraturan

Bupati pejabaran pelaksanaan APBDadalah sebagai berikut:

1. Bupati

a. menyampaikan rnncangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan

Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDkepada Gubernur

h. menetapkan raneangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan

Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan

Bupati

D. LANGKAHTEKNISPELAKSANAAN

Bupari mcugirimkan mncangan Peraruran
Dacrah

Bupari menerapkan rancangan Peraruran
Dacrah

1. Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dikirimkan

Bupati kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk

dievaluasi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama

dengan DPRD.

2. Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah

• Bupati menerima surat keputusan mengenai hasil evaluasi

dari Gubemur, paling lambat 15 {lima belas] hari terhitung

sejak diterimanya rancangan Peraturan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Daerah tentang\

dan rancangan

Peraturan Bupati ten tang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

• Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi

Peraturan Daernh dan rancangan Peraruran Bupati menjadi

209



Peraturan Bupati, setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah

sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah

ditindaklanjuti.

• Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan bertentangan dengan

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,

Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD,

dan!atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama

DPRD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

• Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaldanjuti oleh Bupati dan

DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah

Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD\1
menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati \.

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

menjadi Peraturan Bupati , Dana Transfer Umum dapat

ditunda dan/atau dipotong oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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